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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIJAN
KREDIT DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET
Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah DIY Pusat Yogyakarta

Elisabet Paramita Yuliastanti
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2004

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui tentang bagaimana
prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BPD DIY, (2) untuk
mengetahui apakah sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank BPD
DIY sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No0.27/162/KEP/DIR tahun 1995, (3) untuk mengetahui tentang kebijakan Bank
BPD DIY terhadap penyelesaian kredit macet skala mikro, (4) untuk mengetahui
apakah kebijakan atas penyelesaian kredit macet yang dilaksanakan oleh Bank
BPD DIY sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No0.27/162/KEP/DIR tahun 1995.

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk
menjawab permasalahan pertama dan ketiga adalah teknik analisis deskriptif.
Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua dan keempat adalah dengan
teknik analisis komparatif.

Dari hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur dan
sistem pemberian kredit serta prosedur penyelesaian kredit macet skala mikro
yang dilaksanakan BPD DIY sudah sesuai dengan ketentuan dari Surat Kepurusan
Direksi Bank Indonesia No0.27/162/KEP/DIR tahun 1995.
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ABSTRACT

AN EVALUATION ON THE POLICY OF CREDIT LENDING
PROCEDURES AND THE SOLVING OF THE BAD DEBT
A Case Study at Bank Pembangunan Daerah DIY Central Office

Elisabet Paramita Yuliastanti
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2004

The aims of credit research were : (1) to know how the credit lending
procedures have done by BPD DIY, (2) to know whether the credit lending
procedures done by BPD DIY has been appropriate with the of Indonesian decree
No. 27/162/KEP/DIR 1995, (3) to know BPD DIY policy in solving micro credit
stagnation, (4) to know whether the policy of solving the bad debt make by BPD
DIY has been suitable to decree No. 27/162/KEP/DIR 1995.

Interview and documentation the were applied to collect data. Data analisis
techniques used to answer the first and third problem was descriptive analysis one.
To answer the second and fourth problems the comparative analysis technique
was applied.

From the data analysis result it concluded that the procedure and the

system of credit lending and the procedure at bad debt solving had been
appropriate with the decree.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perbankan saat ini kita mengenal adanya lembaga
keuangan yaitu bank. Lembaga keuangan ini telah diakui peranannya yang
strategis dalam membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi. Itu bisa kita
lihat dari fungsi bank yaitu sebagai wahana yang mampu menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat secara efektif.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1
yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.

Kita tahu bahwa salah satu kegiatan usaha dari bank adalah
menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan menggunakan dana
masyarakat yang sudah dipercayakan kepada bank tersebut. Jadi sudah
seswajarnya apabila bank melakukan aktivitasnya secara profesional dan
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Mr. J.A.Levy menyatakan bahwa “Kredit adalah menyerahkan secara
sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secera bebas oleh penerima

kredit, dan penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk
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keuntungannya dengan kewajiban mengembalikannya di kemudian hari”
(Elisabeth N. Butar-butar, 2000).

Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti
percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran
persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada
seseorang atau badan usaha bertandaskan kepercayaan.

Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu sekarang ini akan
sangat berdampak pada operasi perusahaan. Sehingga banyak perusahaan-
perusahaan yang terpaksa ditutup karena tidak mampu membiayai kegiatan
usahanya. Untuk membiayai kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan
produksi, perusahaan membutuhkan dana yang beser. Salah satu dana tersebut
diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan
imbalan jasa.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung
risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas
perkreditan yang sehat. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank
untuk mengurang: risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan
kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.



Untuk mendukung upaya tersebut, maka peranan Kebijaksanaan
Perkreditan Bank sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam
pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan
menguntungkan bagi bank.

Maka dari itu Bank Indonesia menyusun pedoman tentang
Kebijaksanaan Perkreditan Bank yang dituangkan dalam Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995.

Atas dasar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
27/162/KEP/DIR tahun 1995 tersebut, maka bank-bank wajib menyusun
Kebijaksanaan Perkreditan Bank. Kebijaksanaan tersebut dapat digunakan
sebagai pedoman untuk menyetujui atau menolak adanya suatu permohonan
kredit dan juga pedoman untuk menghindari kredit macet.

Selain harus adanya kebijaksanaan kredit untuk menghindari kredit
macet, Novinus MM. Tarigan (2003 : bab 6) menyatakan bahwa “untuk
menanggulangi kredit macet dapat juga dilakukan dengan meningkatkan
pengawasan kredit yang diberlakukan bank dengan cara melakukan kunjungan
langsung ke nasabah untuk membina serta mendorong kegiatan usaha
nasabah.”

Kita tahu bahwa kredit macet merupakan penyakit kronis yang sangat
mengganggu dan mengancam dunia perbankan, atas dasar itu maka Frans
Hendra Winarta (2000) mengemukakan bahwa “suatu kebijaksanaan sangat

diperlukan untuk menyelesaikan adanya masalah kredit macet khususnya

dalam dunia perbankan.”



Dalam hal ini Bank Indonesia juga menyusun pedoman untuk
menyelesaikan kredit macet yang dituangkan juga dalam Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995.

Atas dasar uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian mengenai
kebijakan atas prosedur dan sistem pemberian kredit serta penyelesaian kredit
macet dalam pemberian kredit skala mikro di bank, sehingga penelitian ini
diberi judul : *“Evaluasi Kebijakan terhadap Prosedur Pemberian Kredit

dan Penyelesaian Kredit Macet, studi kasus pada Bank BPD DIY.”

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit di Bank BPD DIY ?

2. Apakah sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank BPD DIY
sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No0.27/162/KEP/DIR tahun 1995 ?

3. Bagaimana kebijakan Bank BPD DIY terhadap penyelesaian kredit macet
untuk pemberian kredit skala mikro ?

4. Apakah kebijakan atas penyelesaian kredit macet yang dilaksanakan oleh
Bank BPD DIY sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 ?

. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian mi hanya akan membahas mengenai

kebijakan prosedur dan sistem pemberian kredit serta bagaimana



menyelesaikan kredit macet untuk pemberian kredit skala mikro di Bank BPD
DIY. Yang dimaksud kredit skala mikro di sini adalah kredit yang diberikan
kepada pengusaha kecil dan batas maksimum pemberian kredit tersebut

sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah ).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur pemberian kredit di Bank
BPD D1Y.

2. Untuk mengetahui apakah sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh
Bank BPD DIY sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 .

3. Untuk mengetahui tentang kebijakan Bank BPD DIY terhadap

penyelesaian kredit macet skala mikro.

4. Untuk mengetahui apakah kebijakan atas penyelesaian kredit macet yang
dilaksanakan oleh Bank BPD DIY sudah sesuai dengan Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995.

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi bank
Sebagai bahan masukan tambahan untuk mendukung kemajuan usaha

bank dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dan penyelesaian

kredit macet khususnya kredit skala mikro.



2. Bagi perusahaan atau nasabah
Agar perusahaan atau nasabah mengetahui dengan jelas bagaimana
sebenarnya kondisi finansialnya dan memahami bagaimana prosedur dan
sistem pemberian kredit serta prosedur penyelesaian kredit bermasalan
khususnya kredit skala mikro yang dilakukan oleh bank.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma
Dapat memberikan informasi tentang perbankan khususnya mengenai
kebijakan pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet skala mikro,
serta untuk menambah referensi perpustakaan.

4. Bagi peneliti
Agar dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang di

dapat selama kuliah dengan keadaan sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan
Bab 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, batasan

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penel.tian

dan sistematika penulisan.

Bab1ll LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan teori yang digunakan sebagai landasan untuk
mengolah data. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri

dari pengertian bank, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, prosedur



Bab 111

Bab 1V

Bab V

Bab V1

pemberian icredit dalam ketentuan Bank Indonesia No.
27/162/KEP/DIR tahun 1995, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, subyek dan obyek
penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik
analisis data.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan secara singkat gambaran umum perusahaan
yang akan diteliti yang meliputi sejarah berdirinya peruszhaan,
lokasi perusahaan, struktur organisasi, permodalan serta bidang
dan jasa perusahaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis dan pembahasan mengenai
prosedur dan sistem pemberian kredit serta penyelesaian kredit
macet skala mikro dalam perusahaan.

PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian,

dan saran bagi perusahaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank
Dalam dunia perbankan, lembaga keuangan yaitu bank mempunyai
peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran srategis bank yaitu
sebagai wahana yang mampu menghimpun dana masyarakat baik secara
langsung ataupun tidak langsung dan menyalurkannya kepada masyarakat
secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.
Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbarkan,

disebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyerakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rungka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart menyebutkan bahwa-

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan
kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau
dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan

memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.” (Thomas
Suyatno, 2003 : 1)

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 10 tahun 1998
tentang perbankan, jenis bank terdiri dari :

1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Kredit
1. Pengertian kredit
Dalam latar belakang di atas telah disinggung mengenai kredit
yang berarti percaya. Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun
1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Hasil-hasil penelitian terdahulu (Elisabeth N. Butar-butar, 2000)

menunjukkan bahwa :

“Kredit sebagai pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak
lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa
tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi
berupa bunga.”

Sedangkan menurut arti ekonomi, kredit berarti suatu penundaan
pembayaran yang berarti uang atau barang diterima sekarang dan
dikembalikan pada masa yang akan datang.
2. Jenis-jenis kredit
Kredit yang diberikan bank umum untuk masyarakat terdiri dari

berbagai jenis (Hardanti, 2002 : 39) yaitu :



a. Segi kegunaan

1)

Kredit investasi, yaitu digunakan untuk keperluan perluasan usaha
atau membangun proyek baru atau untuk keperlvan.
Kredit modal kerja, yaitu digunakan untuk keperluan

meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Segi tujuan kredit

1)

2)

3)

Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi
atau investasl.

Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan yaitu untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari

hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Segi jangka waktu

1)

2)

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu
kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanva
digunakan untuk keperluan modal kerja.

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu
berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun dan biasanya untuk

investasi.

3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya di

atas 3 tahun atau 5 tahun.
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Segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu
jaminan-jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau
tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan
barang atau orang tertentu.

Segi sektor usaha

Dari segi sektor usaha, kredit terdini dari kredit pertanian, peternakan,

industn, pertambangan, pendidikan, kredit profesi, perumahan dan

lain-lain.

3. Tujuan Pemberian Kredit

Kredit yang baik mempunyai tujuan komersial untuk memperbesar

volume usaha dan bukan dipergunakan untuk tujuan spekulatif maupun

konsumtif.

Secara umum tujuan pemberian kredit (H. Moh. Tjoekam, 1999 : 3)

meliputi :

a.

b.

Memenuhi kebutuhan nasabah dalam penyediaan uang tunai saat ini.

Mempertahankan standar perkreditan layak dan memperhitungkan

risiko usaha dari ekspansi kredit tersebut.
Mengevaluasi berbagai kesempatan usaha yang baru.

Mendatangkan keuntungan bagi bank dan pada saat yang sama

menyediakan likuiditas yang memadai.



4. Fungsi kredit
Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian (Thoinas Suyatno,

2003:16) antara lain ;

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang
Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan
uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk
meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang
Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan
baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi
meningkat. Di samping itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran
barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli
barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain.

¢. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Kredit vang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan
pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga apabila
pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, dan wesel
maka dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit
perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan
peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang.

d. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi
Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan

pembatasan kualitatif dan kuantitatif Tujuannya adalah untuk
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meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar
bisa dieksport sehingga stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi
kekuranganmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut,
sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan
nasional

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas
usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan
pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk
melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan
memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian
proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya
diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga
kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonoini internasional
Bantuan dalam bentuk kredit yang diberikan oleh bank-bank besar di
luar negeri yang mempunyai jaringan usaha ataupun negara-regara
yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan tinggi
dapat mempererat hubungan ekonomi antara negara yang bersangkutan

tapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.



. Unsur-unsur kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam kredit (Thomas Suyatno,

2003:14) yaitu :

a.

Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya

akan benar-benar diterimanya kembali dimasa tertentu yang akan

datang.

Waktu

Unsur yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan
pemberian kredit dan pelunasannya.

Degree of risk

Unsur yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang
jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.

Prestasi

Unsur yang menyatakan bahwa prestasi atau obyek kredit tidak hanya

diberikan dalam bentuk uang namun juga dalam bentuk barang dan

jasa.

. Macam kredit dari kelancaran usahanya

Macam kredit dilihat dari kelancaran usahanya (H. Moh. Tjoekam,

1999:16) yaitu :

a.

Kredit lancar

Kredit yang pembayarannya lancar baik bunga maupun angsuran

hutang pokoknya.



b. Kredit tidak lancar
Kredit yang tidak dibayar baik bunga dan angsuran hutang pokok
selama 6 bulan.

¢. Kredit diragukan

Kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum
juga dapat diselesaikan oleh nasabah bersangkutan. Umumnya bank
memberikan  kesempatan kepada nasabah untuk  berusaha
menyelesaikan selama 3 sampai 6 bulan dan selanjutnya bank
mengambil langkah-langkah berikutnya misal dengan mencairkan
barang-barang jaminan atau mengajukan ke pengadilar.
d. Kredit macet
Kredit yang telah tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya
belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan karena
nasabah mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor
atau unsur kesengajaan atau kerena kondisi diluar kemampuan debitur.
7. Kebijakan Perkreditan
Kebijakan perkreditan adalah suatu ketentuan atau prosedur yang
disusun untuk dijadikan suatu pedoman bagi pejabat-pejabat kredit atau
loan officer melalui proses pemutusan kredit (M. Sinungan, 2001 ; 28).
Kegunaan kebijakan perkreditan yang disusun secara tertulis dapat

membantu manajemen kredit untuk hal-hal sebagai berikut :
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a. Untuk melaksanakan standar perkreditan.

b. Memenuhi peraturan-peraturan perkreditan yang telah ditetapkan baik
oleh direksi atau pengurus bank yang bersangkutan maupun penguasa
moneter.

¢. Menjamin keseragaman pengambilan keputusan kredit.

d. Dapat membandingkan strategi perkreditan dengan keadaan yang

sedang dijalankan bank.

. Prinsip pemberian kredit

| Prinsip pemberian kredit perlu diperhatikan dan diterapkan oleh

setiap pejabat dan petugas kredit untuk menghindari adanya kredit macet.

Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit ( Trifosa Mayasari, 2002 ) yaitu :

a. Membuat keputusan secara tepat dengan menggunakan fakta yang
lengkap.

b. Laporan atau catatan bank lokal tentang nasabah.

¢. Memastikan kepentingan dan kewajiban penjamin terpenubhi.

d. Bank harus benar-benar memahami bisnis peminjam.

e. Melakukan pengamatan terhadap mutu kredit.

f. Setiap kredit harus mempunyai jalan penyelesaian kredit.

g. Integritas peminjam.

h. Siklus bisnis tidak dapat dihindari.

1. Pelunasan harus merupakan dasar dan tujuan kredit.

J. Agunan tidak dijadikan pengganti pelunasan kredit.

k. Rincian masalah dan administrasi kredit perlu diperhatikan.



|. Kualitas manajemen sangat penting walaupun sulit dievaluasi.
m. Perlu diketahui tujuan penggunaan kredit dari nasabah.
9 Dasar-dasar pertimbangan pemberian kredit
Dasar-dasar pertimbangan pemberian kredit (Thomas Suyatno,

2000:46) yaitu :

a. Aspek umum
Aspek umum adalah data keseluruhan mengenai perusahaan nasabah
seperti nama, alamat, bentuk, susunan organisasi, personalia dan
produksi perusahaan serta hubungan nasabah dengan kreditur atau
debitur lain.

b. Aspek ekonomi
Aspek ekonomi adalah kegiatan perusahaan nasabah _seperti pemasaran
dan harga persaingan.

¢. Aspek Teknik
Aspek teknik adalah kemampuan teknik perusahaan seperti bahan baku
dan penolong, lokasi pabrik, bangunan, proses produksi, alat dan mesin
yang digunakan serta tenaga kerja yang tersedia.

d. Aspek yuridis
Aspek yuridis adalah terpenuhinya atau tidaknya ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku dan izin-izin yang dimiliki oleh perusahazan
seperti legalitas pengajuan permohonan kredit, akte pendirian notaris,

SIUP, TDP, NPWP, ijin ekspor-impor, ijin trayek dan lain-lain.
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e. Aspek keuangan
Merupakan dasar pertimbangan kredit yang terpenting yang harus
dianalisis karena dengan menganalisis aspek keuangan, bank dapat
memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan

nasabah, antara lain rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas,

aktivitas dan leverage.
10. Prosedur pemberian kredit
Prosedur pemberian kredit adalah langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam proses pemberian kredit.
Langkah-langkah dalam prosedur pemberian kredit (Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995) yaitu :
a. Permohonan kredit

Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip

sebagai berikut :

1) Bank hanya Zmemben'kan kredit apabila permohonan kredit
diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru,
perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permolionan
perubahan persyaratan kredit.

2) Permohonan kredit tersebut harus memuat informasi yang lengkap
dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Kketentuan yang

ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bark

lain.



19

3) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang

disampaikan dalam permohonan kredit.

. Analisis Kredit

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan

analisis kredit secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :

1) Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank
yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total
permohonan kredit.

3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif
yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha
dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit
macet.

b) Penilaian atas kelayakan jumlah pemohonan kredit dengan
proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran
menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang
dapat merugikan bank.

c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang

dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
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4) Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian
atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha
debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C’s dan penilaian
terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada
hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan
evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk
melindungi hak atas risiko yang mungkin timbul.

5) Dalam pemberian kredit sindikasi, analisis kredit bagi bank
yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula
penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk.

¢. Rekomendasi persetujuan kredit
Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis
berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi
kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.
d. Pemberian persetujuan atau penolakan kredit
1) Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis
dan rekomendasi persetujuan kredit.
2) Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang beibeda
dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.
e. Perjanjian kredit‘
Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib

dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan format
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perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing bank, namun

sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat
melindungi kepentingan bank.

2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali
kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

f. Persetujuan pencairan kredit

Pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui harus didasarkan

prinsip sebagai berikut :

1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-
syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit
telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

2) Sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa
seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah
diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai
bagi bank.

11. Dokumentasi Dan Administrasi Kredit menurut Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tahun 1995
Mengingat dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting
yang dapat menjamin pengembalian kredit, maka bank wajib
melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib.

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain :
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a. Jenis dokumen kredit
Bank harus menetapkan jenis-jenis dokumen yang diperlukan sesuai
dengan jenis kredit yang diberikan.
b. Pengecekan keabsahan dokumen kredit
Bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan
hukum atas dokumen kredit yang diterbitkan oleh bank atau diterima
dari pemohon.
c. Penyimpanan dan penggunaan dokumen kredit
Setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata
cara penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat
penyimpanannya harus mengandung unsur pengawasan ganda.
Mengingat administrasi kredit sangat diperlukan dalam rangka
penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan Kredit,
perlindungan kepentingan bank, bahan masukan untuk penyusunan
Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan laporan kepada Bank Indonesia,
maka bank perlu mengatur administrasi perkreditannya dengan baik dan

tertib.

Ketentuan pemberian kredit menurut Undang-Undang Perbankan
No. 10 tahun 1998

Ketentuan kredit menurut Undang-Undang no 10 tahun 1998 :
a. Batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30 % dari

modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank

Indonesia.
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b. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat
dalam bentuk perjanjian kredit.

¢. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama
terhadap watak, kamampuan, modal, agunan, Jdan prospek usaha
nasabah debitur (SC).

d. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pembe.ian
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

e. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai
prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah.

f. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah
debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.

g. Penyelesaian sengketa.

13. Unit-unit khusus dalam proses pemberian kredit
Unit-unit pokok yang secara khusus terkait dalam proses
pemberian kredit (Thomas Suyatno, 2003 : 62) meliputi :

a. Bagian Pembahas Kredit

Tugas utama bagian pembahas kredit adalah menyusun laporan
pembahasan kredit. Sedangkan tugas-tugas lainnya adalah :
1) Menilai permintaan kredit yang diajukan.

2) Membuat laporan penilaian kredit.
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3) Mengadakan wawancara atau pertemuan dengan calon debitur.
4) Melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi
laporan penilaian kredit.
. Bagian Pelaksana Kredit
Tugas-tugas pelaksana kredit adalah :
1) Melakukan penelitian dan analisis secara seksama terhadap
pemenuhan persyaratan kredit.
2) Memberikan keputusan atas kredit yang diaiukan.
3) Mengikuti perkembangan atas penyelamatan kredit.
Bagian Administrasi Kredit
Tugas-tugas bagian administrasi kredit adalah :
1) Melakukan pencatatan atas permintaan kredit yang masuk yang
dilakukan sejak pertama diajukan hingga tahap pelunasan.
2) Mengelola dokumen-dokumen perkreditan.
3) Menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.
Jaringan prosedur yang membentuk proses pemberian kredit dapat
diuraikan (Thomas Suyatno, 2003 : 70) sebagai berikut :
a. Permohonan kredit
Permohonan kredit ini terdiri atas berkas-berkas permohonan kredit
yaitu:
1) Surat-surat permohonan kredit yang ditandatangani secara
lengkap dan sah.

2) Daftar isian permohonan kredit yang disediakan oleh bank.
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3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan sesuai permohonan
jenis fasilitas kredit.
. Penyidikan dan analisis kredit

Setiap permohonan kredit harus dilakukan penyidikan dan
analisis. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang
berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis
dilakukan oleh bagian kredit analisis. Pembagian kerja tersebut
dimungkinkan apabila dalam bank mempunyai pegawai untuk
masing-masing bagian tersebut.

Penyidikan adalah pekerjaan yang meliputi wawancara
dengan pemohon kredit, pengumpulan data yang berhubungan
dengan permohonan kredit yang diajukan, pemeriksaan atas
kebenaran informasi dalam permohonan kredit, serta tahap
menyusun laporan analisis yang diperlukan.

Keputusan atas permohonan kredit

Keputusan atas permohonan kredit berarti setiap tindakan pejabat
yang berwenang yang mengambil keputusan berupa menolak,
menyetujui, dan mengusulkan permohonan kredit kepada pejabat
yang lebih tinggi.

. Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit meliputi transaksi-transaksi vntuk

mencairkan kredit yang telah disetujui oleh bank.
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e. Pelunasan fasilitas kredit
Pelunasan fasilitas kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban

utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan

perjanjian kredit.

14. Investigasi Kredit

Investigasi kredit adalah upaya untuk mengumpulkan berbagai

laporan atan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan

dalam memutuskan pemberian kredit (Trifosa Mayasari, 2002). Adapun

pertimbangan informasi ini antara lain meliputi :

a.

b.

C.

d.

€.

Kelayakan usaha calon debitur.

Kondisi keuangan.

Pengalaman dan reputasi bisnis.

Usaha produksi dan pengembangannya.

Analisis pengembangan sejarah.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah prinsip 5 C meliputi :

a.

Character

Character digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat

kejujuran dan integritas serta tekad baik untuk memenuhi kewajiban

dari calon debitur.
Capacity
Capacity digunakan untuk menilai calon debitur mengenai kemampuan

nasabah untuk melunasi kewajiban yang meliputi pokok pinjaman dan

bunga.
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c¢. Capital

Capital berkaitan dengan kekayaan yang memiliki calon nasabah yang
diukur dari modal bersih atau net worth yaitu total aktiva dikurangi
total hutang.

Collateral

Collateral yaitu barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam
sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral
sebagai alat pengaman jika uéaha yang dibiayai dengan kredit tersebut
gagal atau sebab lain ketika debitur tidak melunasi kreditnya dari hasil
usahanya yang normal.

Condition of Economic

Condition of Economic yaitu situasi dan kondisi politik, sosial,

ckonomi, budaya dan lain-lain yang dapat mempengaruhi keadaan

perekonomian.

C. Kredit Macet

1.

Pengertian

Kredit macet adalah kredit yang setelah jatuh tempo belum dapat

diselesaikan pembayarannya karena mengalami kesulitan pelunasan akibat
adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar

kemampuan debitur (Trifosa Mayasari, 2002 ).
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Indikasi Kredit Macet

Untuk mendeteksi kredit yang mengalami kesulitan sedim

mungkin dapat dilakukan dengan memperhatikan gejala-gejala (Trifosa

Mayasari, 2002) sebagai bertkut :

a.

£.

Terjadinya pemindaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan
keuangan pembayaran cicilan atau dokumen lain.

Keluarnya anggota eksekutif perusahaan.

Terjadinya perubahan kegiatan usaha.

Usaha nasabah mengalami kekacauan.

Ditemukan kegiatan 1legal atas usaha nasabah.

Permintaan tambahan kredit.

Permohonan perpanjangan atas penjadwalan kembali kredit.

Ketentuan penyelesaian kredit macet menurut Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995

Langkah-langkah dalam menyelesaikan kredit bermasalah

sebagai berikut :

a.

Laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia
Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bank
Indonesia apabila jumlah kredit yang kolektibilitasnya tergolong

diragukan dan macet telah mencapai kriteria tersebut di atas.



b. Pembentukan satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja
penyelesaian kredit bermasalah

Bank wajib membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim

kerja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit bermaszlah.

c. Penyusunan program penyelesaian kredit bermasalah

Satuan Tugas Khusus menyusun program penyelesaian kredit

bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh

persetujuan. Program tersebut sekurang-kurangnya meliputi :

1) Tata cara penyelesaian untuk setiap kredit bermasalah dengan
memperhatikan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah yang
berlaku bagi bank-bank.

2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian.

3) Perkiraan hasil penyelesaian kredit bermasalah.

4) Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian kredit bermasalah
kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar.

d. Pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah

Program penyelesaian kredit bermasalah harus segera dilaksanakan

secara bersungguh-sungguh, sekurang-kurangnya meliputi :

1) Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dilakukan secara
penuh oleh Satuan Tugas Khusus (STK) berdasarkan program yang
telah disetujui oleh direksi.

2) STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian

kredit bermasalah dan melaporkan hasilnya kepada direksi dengan
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tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang
diperlukan.

Evaluasi efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah

Sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali setelah program

penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bank wajib melakukan evaluasi
efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah, yaitu :

1) Apabila hasil penyelesaian kredit bermasalah ternyata jauh di
bawah perkiraan penyelesaian kredit  bermasalah  yang
direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian kredit
bermasalah telah dilaksanakan secara maksimal, maka STK
mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program
penyelesaian kredit bermasalah.

2) Hasil evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah
serta perubahan atau perbaikan program dimaksud wajib segera
dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Penyelesaian akhir terhadap kredit yang tidak dapat ditagih

Bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih

kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya, maka :

1) STK mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak
dapat ditagih kepada direksi.

2) STK melaksanakan penyelesaian kredit yang tidak dapat ditagih

sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi.
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3) Dafiar kredit yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaiannya
wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia
dengan tembusan kepada dewan komisaris bank.

4. Teknis Penyelesaian Kredit Macet

Thomas Suyatno menyatakan bahwa, “Teknis penyelesaien
kredit macet adalah teknik penyelamatan yang dilakukan terhadap kredit
macet yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet” (Trifosa
Mayasari, 2002). Usaha penyelamatan tingkat awal dapat dilakukan
dengan cara memberikan teguran atau peringatan secara lisan atau tertulis
kepada debitur.
Cara penyelesaian atau upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dapat
dilakukan (Siswanto Sutojo, 2000 :193 - 199) antara lain :
a. Penjadwalan kembali ( Rescheduling )

Memberikan keringanan kepada debitur dengan berbagai cara, antara

lain :

1) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

2) Memperpanjang jangka waktu kredit dan masa tenggang.

3) Menurunkan jumlah pembayaran angsuran.

b. Persyaratan Ulang ( Reconditioning )

Memberikan keringanan kepada debitur dengan melakukan beberapa

perubahan yang meliputi :

1) Penurunan suku bunga.

2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
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3) Pembebasan bunga.

Penataan Ulang ( Restructuring )

Restructuring adalah teknik penyelesaian kredit dengan membzri
keringan kepada debitur setelah rescheduling dan reconditioning tilak

memperlihatkan hasil positif terhadap perkembangan usaha debitur

dengan

1) Menambah jumlah kredit.

2) Menambah equity.

Selain itu dalam kebijaksanaan restructuring, bank bertindak sebagai
konsultan bagi nasabahnya. Bank wajib melihat secara keseluruhan
profil debitur pada waktu itu seperti aspek permodalan, manajemen,
bidang usaha, marketing, administrasi, personal atau karyawan, erisien,
produksi dan sebagainya.

. Kombinasi

Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi, misalnya
rescheduling  dengan  reconditioning,  rescheduling  dengan
restructuring dan reconditioning dengan restructuring, serta gabungan
dari rescheduling, reconditioning dan restructuring.

Likuidasi ( Liquidation )

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadwalkan sebagai
jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Tindakan penyelamatan ini
dilakukan terhadap kredit yang benar-benar sudah tidak dapat lagi

dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak
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memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi i dapat

dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada

nasabah yang bersangkutan untuk mendapatkan harga yang baik

dengan terlebih dahulu menetapkan harga minimum serta proses

mekanisme pembayarannya tetap dikuasai oleh pihak pemberi kredit.
Selain kelima teknik di atas, ada penilaian lain kredit niacet

yang bisa dilakukan (Drs. M. Sinungan, 2001 : 174) yaitu :

1) Keringanan bunga dan angsuran.

2) Bantuan injeksi kredit.

3) Penyelesaian melalui jalur hukum.

4) Penghapusan kredit.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan studi kasus, yaitu
melakukan penelitian terhadap objek tertentu mengenai prosedur pemberian

kredit dan penyelesaian kredit macet pada Bank.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Bank BPD DIY.
2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei

tahun 2004.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1 Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini meliputi :
a. Pimpinan bank.
b. Kepala Bagian Kredit.
c. Bagian Pembahas Kredit.
d. Bagian Pelaksana Kredit.

e. Bagian Administrasi Kredit.

34
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2. Objek Penelitian
Penelitian ini mengambil objek penelitian yang meliputi prosedur-
prosedur pemberian kredit, dokumen dan catatan yang berkaitan dengan

prosedur pemberian kredit serta langkah-langkah bank dalam penyelesaian

kredit macet.

D. Data yang dicari
1. Sejarah dan perkembangan perusahaan.
2. Prosedur permohonan kredit.
3. Prosedur penyidikan dan analisis kredit.
4. Prosedur pengambilan keputusan.
5. Prosedur perjanjian kredit.
6. Prosedur pencairan kredit.

7. Prosedur penyelesaian kredit macet.

E. Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara

Wawancara secara langsung kepada karyawan inti maupun karyawan
pelaksana untuk memperoleh informasi proses pemberian kredit.

2. Dokumen
Teknik pengumpulan data dengan melihat catatan perusahaan mengenai

kegiatan yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit.
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I, Teknik Analisis Data

1. Teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan pertama adalah

dengan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara

mendeskripsikan prosedur pembenan kredit yang diterapkan dalam 3ank

BPD DIY yang terdiri dar :

a.

b.

C.

d.

c

f.

Permohonan kredit.

Penyidikan dan analisis kredit.
Keputusan atas permohonan kredit.
Perjanjian kredit.

Pencairan kredit.

Pelunasan fasilitas kredit.

2. Teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua adalah

teknik analisis komparatif yaitu dengan cara membandingkan sistem

pemberian kredit yang ada dalam ketentuan dari Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tahun 1995 dengan praktek yang

dilaksanakan oleh Bank BPD DIY. Langkah-langkah untuk menjawab

permasalahan kedua yaitu :

a.

Membandingkan sistem pemberian kredit yang ada dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995
dengan praktek yang dilaksanakan oleh Bank BPD DIY.

Data yang diperbandingkan adalah sebagai berikut :

1) Prosedur pemberian kredit.

2) Dokumen dan catatan dalam pemberian kredit.
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3) Pencatatan dan pembukuan dalam pemberian kredit.

4) Unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit.

b. Membuat kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut, yaitu sebagai
berikut:

1) Jika hasil dari perbandingan tersebut sesuai dengan ketentuan dari
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR
tahun 1995 maka bisa dikatakan bahwa sistem pemberian kredit di
Bank BPD DIY sudah tepat.

2) Tetapi jika hasil dari perbandingan tersebut belum sesuai atau tidak
sesuai dengan ketentuan dari Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 maka bisa dikatakan
bahwa sistem pemberian kredit di Bank BPD DIY belum tepat.

3. Teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ketiga yaitu
dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan
cara mendeskripsikan tentang kebijakan terhadap penyelesaian kredit
macet untuk pemberian kredit skala mikro yang diterapkan di Bank BPD
DIY, yang terdiri dari :

a. Laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia.

b. Pembentukan satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja
penyelesajan kredit bermasalah.

c. Penyusunan program penyelesaian kredit bermasalah yang meliputi:
1) Rescheduling ( penjadwalan kembali ).

2) Reconditioning ( persyaratan ulang ).
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3) Restructuring ( penataan ulang ).
4) Kombinasi.
5) Likuidasi.

d. Pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah.

e. Evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah.

f. Penyelesaian akhir terhadap kredit yang tidak dapat ditagih atau kredit
macet.

4. Teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang keempat
adalah dengan menggunakan analisis komparatif yaitu dengan cara
membandingkan kebijakan bank atas penyelesaian kredit macet yang
terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
27/162/KEP/DIR tahun 1995 dengan praktek yang dilaksanakan oleh Bank
BPD DIY.

Langkah-langkah untuk menjawab permasalahan yang keempat adalah

sebagai berikut :

a. Membandingkan kebijakan bank atas penyelesaian kredit macet yang
terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
27/162/KEP/DIR tahun 1995 dengan praktek yang dilaksanakan oleh
Bank BPD DIY.

Data yang diperbandingkan adalah sebagai berikut :
1) Adanya laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia.
2) Adanya pembentukan satuan kerja atau kelompok kerja atau tim

kerja penyelesaian kredit bermasalah.
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4)

5)

6)
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Adanya penyusunan program penyelesaian kredit bermasalah.
Adanya pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah.
Adanya evaluasi efektifitas program penyelesaian kredit

bermasalah.

Adanya penyelesaian akhir terhadap kredit yang tidak dapat ditagih

atau kredit macet. -

. Membuat kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut, yaitu sebagai

berikut:

1)

2)

Jika hasil dan perbandingan tersebut sesuai dengan ketentuan dari
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR
tahun 1995 maka bisa dikatakan bahwa kebijakan atas
penyelesaian kredit macet di Bank BPD DIY sudah tepat.

Tetapi jika hasil dari perbandingan tersebut belum sesuai atau tidak
sesuai dengan ketentuan dari Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.27/162/KEP/DIR tahun 1995 maka bisa dikatakan

bahwa kebijakan atas penyelesaian kredit macet di Bank BPTC DIY

belum tepat.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank BPD DIY

Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) yang bergerak dalam
bidang perbankan, dengan badan hukum sebagai perusahaan daerah. Untuk
penyingkatan penulisan nama maka Bank Pembangunian Daerch Propins:
Daerah Istimewa Yogyakarta biasa disingkat menjadi Bank BPD DIY. Bank
BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan akta notaris
R.M. Wiranto Partaningrat, akta nomor 11. Status sebagai perusahaan milik
Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur melalui
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1976 yang telah disempurnakan dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1985 dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun
1993. Kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 11
tahun 1997 dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000.

Tujuan dari Bank BPD DIY ini adalah membantu dan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.

Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi
daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas setagai penggerak,

pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah atau

40
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mznyimpan uang daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
serta menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat kedudukan kantor Pusat Bank BPD DIY berada di Ibukota
Propinsi DIY. Jaringan kantor Bank BPD DIY tersebar di seluruh wilayah
DIY yang meliputi Kota Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan.

Hingga saat ini Bank BPD DIY telah mempunyai 42 kantor vang
tersebar di seluruh Propinsi DIY yang terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor
cabang utama, 5 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, dan 22 kantor
kas.

Kantor cabang utama DIY yang keberadaannya seiring dengan
berdirinya Bank BPD DIY merupakén unsur pelaksana tugas pokok dan juga
unit usaha Bank BPD DIY.

Selaku Direktur Utama Bank BPD DIY, saat ini dijabat oleh Bapak
Drs.Harsoyo, Msi, beliau berlaku sebagei Pejabat Pelaksana Tugas
menggantikan Bapak Herry Susanto. Sedangkan untuk Pemimpin Cabang

Utama Bank BPD DIY, saat ini dijabat oleh R. Agus Basuki, S.E, M.M.

. Lokasi Perusahaan
Kantor Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Cabang Utama berkedudukan di jalan Tentara Pelajar No. 7

Yogyakarta 55231, dengan alamat pos PO BOX 85 Yogyakarta, telp : (0274

561614, facsimile (0274) 563150.
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Lokasi ini cukup strategis dan akan mernudahkan pelayanan Bank baik

bagi masyarakat atau bagi urusan dinas Pemda karena terletak di dalam kota

Yogyakarta. Di tempat ini juga menjadi satu dengan Kantor Pusat Bank BPD

DIY.

C. Visi dan Misi Bank BPD DIY

1.

Visi Bank BPD DIY

Visi Bank BPD DIY adalah mewujudkan terpenuhinya keburuhan
masyarakat akan jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, terutama
kredit skala kecil dan menengah, khususnya di Propinsi Daerah I[stimewa

Yogyakarta, serta mendorong program pemberdayaan perekonomian

daerah.

Misi Bank BPD DIY

Bank BPD DIY adalah sebagai Bank Umum, yang bertujuan untuk
memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan jasa-jasa perbankan yang
dibutuhkan masyarakat = khususnya di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, terutama kredit skala kecil dan menengah serta mendorong
pemberdayaan ekonomi daerah dalam upaya memberikan kontribusi yang

nyata terhadap pendapatan daerah.

D. Permodalan

Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ( Perda ) Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2000, modal dasar Bank BPD DIY
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adalah sebesar Rp 100.000.000.000,00 ( Seratus milyar rupiah ). Perbandingan
modal dasar tersebut adalah 55 % untuk pemerintah propinsi yaitu sebesar Rp
55.000.000.000,00 ( Lima puluh lima milyar rupiah ), 35 % untuk pemerintah
kabupaten dan kota yaitu sebesar Rp 35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima
milyar rupiah), dan 10 % untuk pihak ketiga yaitu sebesar Rp
10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).

Dari jumlah modal dasar seperti yang dimaksud dalam pasal ini telah
disetor sebesar Rp 37.417.483.933,16 (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh
tiga rupiah enam belas sen) untuk pemerintah propinsi. Sedangkan jumlah
modal disetor untuk pemerintah kabupaten dan kota sebesar Rp
27.716.307.311,68 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam belas juta tiga
ratus tujuh mibu tiga ratus sebelas rupiah enam puluh delapan sen), yang
terbagi untuk kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul,

Kabupaten Kolonprogo, dan Kabupaten Sleman.

. Struktur Organisasi

Pada tahun 1999, Bank BPD DIY melakukan penyempurnaan
organisasi sebagai respon atas perubahan lingkungan yang ada. Struktur
organisasi baru ini dibuat lebih ramping dengan tiga direksi dan enam d.visi
atau satuan serta cabang.

Struktur organisasi Kantor Cabang Utama Bank BPD DIY tidak

terlepas dari struktur organisasi Kantor Pusat Bank BPD DIY, dimana kantor
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cabang ini merupakan unit usaha dan terdiri dari beberapa pusat

pertanggungjawaban. Organisasi kantor cabang terdiri dari :

l.

2

8.

Pemimpin Cabang Utama.

. Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional.

Penyelia Pemasaran Bisnis.
Penyelia Pelayanan.

Penyelia Administrasi Kredit.
Penyelia Operasional.
Kontrol Intern Cabang.

Kantor Kas.

Secara garis besar, struktur organisasi Bank BPD DIY dapat dilihat pada

lampiran.

Tugas Pemimpin Cabang Utama :

l.

Memimpin kantor cabang utama dalam rangka meningkatkan pelayanan
Bank pada masyarakat.

Mewakili dan menandatangani untuk dan atas nama Bank guna
menyelenggarakan urusan-urusan kantor cabang utama dengan melakukan

tindakan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa Direksi.

. Mengambil keputusan sampai batas wewenang yang dimilikinya serta

menentukan dan mengatur pelaksanaan operasional kantor cabang utama
sesuai dengan kebijakan umum Direksi.
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyempurnakan

sistem tata kerja dan peningkatan efisiensi kerja serta pembagian kerja
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secara proporsional dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan
operasional kantor cabang utama guna mencapai produktivitas kerja yang
optimal.

Menyelenggarakan pembinaan pegawai sesuai cengan kebijakan yang
ditetapkan Direksi.

Mengarahkan, membina dan mengawasi secara langsung tugas-tugas yang

dilaksanakan oleh Account Officer ( AO ).

7. Mengembangkan dan melaksanakan pelaporan akuntabilitas.

Tugas Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional sebagai berikut :

1.

Mengkoordinasikan usulan rencana pelaksanaan dan distribusi business
plan dan anggaran kantor cabang utama ke masing-masing seksi.

Mewakili dan menandatangani untuk dan atas nama pemimpin cabang
utama guna menyelenggarakan urusan-urusan kantor cabang utama
khususnya yang berkaitan dengan intern cabang utama.

Dengan sepengetahuan dan persetyjuan pemimpin cabang utama,
mengambil keputusan sepanjang mengenai pelaksanaan operasional kantor
cabang utama dan sesuai dengan kebijakan umum Direksi.

Membantu  pemimpin  cabang utama dalam  merencanakan.
mengkoordinasikan, mengarahkan, menyempurnakan sistem tata kerja dan
peningkatan efisiensi kerja serta pembagian kerja secara proporsional dan
melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional kantor

cabang utame.
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5. Mengarahkan, membina dan mengawasi secara langsung tugas-tugas yang
dilaksanakan oleh seksi operasi, seksi kredit support, seksi akuntansi dan
seksi kas.

6. Mengembangkan dan melaksanakan pelaporan akuntabilitas.

Tugas Penyelia Pemasaran Bisnis sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan usulan business plan dan anggaran kantor cabang.

2. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan pemasaran produk dan jasa
Bank.

3. Memproses permohonan serta mengelola kredit komersial.

4. Melakukan penelitian potensi pemasaran produk dan jasa Bank serta
menyusun peta bisnis di daerah kerja cabang.

5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatan.

Tugas Penyelia Pelayanan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan pelayanan produk dan jasa
Bank.

2. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan pelayanan kas.

3. Mengelola pendayagunaan kantor kas dan alat likuid secara optimal.

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatan.

Tugas Penyelia Administrasi Kredit sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kredit.

2. Memproses permohonan serta mengelola kredit standar.

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatan.
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Tugas Penyelia Operasional sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

2. Merencanakan dan melaksanakan peﬁgelolaan pengolahan data akuntansi
dan penyajian laporan keuangan.

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fuingsi dan kegiatan.

Tugas Kontrol Intern Cabang sebagai berikut :

1. Membantu pemimpin cabang dalam merencanakan dan melaksanakan
pengendalian dan pengawasan atas proses kegiatan harian serta
manajemen cabang.

2. Membantu pemimpin cabang dalam pengendalian kepatuhan terhadap
sistem dan prosedur yang berlaku.

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatan.

F. Produk dan Jasa Bank BPD DIY
Bank Pembangunan Daerah DIY yang mempunyai motto “Kita
Berkembang Bersama” memiliki sejumlah usaha produk dan jasa, yaitu :
1. Produk Utama

a. Giro
Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat
pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan

cara pemindahbukuan.
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Bagi Bank, simpanan dalam bentuk giro merupakan dana murah
namun dalam pengelolaannya memerlukan beberapa persyaratan dan
prosedur yang cukup memakan waktu, tenaga dan pikiran.

. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan
dengan Bank yang bersangkutan. Jika diperhitungkan dengan giro dan
tabungan, deposito memiliki kepastian dalan jangka waktu
pengendapannya. Apabila diperhitungkan biaya pengelolaannya, maka
deposito menyerap biaya terkecil bila dibandingkan 2 produk yang lain
diatas. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Bank memberikan
bunga yang lebih tingéi ( pada saat yang tidak normal, bunga tabungan
bisa lebih tinggi dibandingkan deposito ).

Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapar ditarik
dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan
demikian dilihat dari tingkat fleksibilitas penarikannya, maka tabungan
mempunyai tingkat fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan

dengan giro.
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d. Kredit Pegawai
Kredit pegawai adalah kredit yang diberikan kepada pegawai yang
gajinya sudah lewat Bank BPD dengan angsuran langsung potong gaji
tiap bulannya.

e. Kredit Umum
Kredit umum adalah pemberian kredit kepada masyarakat umum
dengan jaminan sertifikat.

2. Produk Jasa Lainnya

a. Pengiriman Uang
Perintah nasabah kepada Bank BPD DIY untuk mengirim atau
membayar dengan menyetorkan uang tunai atau beban rekening
nasabah kepada seseorang atau perusahaan yang ada di kota lain.

b. Inkaso
Penagihan kepada pihak yang tertagih berdasarkan surat warkat ( cek,
bilyet giro, wesel, surat utang, dan lain-lain ) untuk kepentingan dan
atas risiko pihak yang mempunyai tagihan.

¢. Referensi Bank
Surat yang dikeluarkan oleh Bank BPD DIY yang dapat digunakan
oleh nasabah sebagai sumber acuan untuk melakukan kegiatan tertentu
( misal : mengikuti kegiatan lelang ).

d. Garansi Bank
Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank BPD DIY

yang dapat menimbulkan kewajiban Bank BPD DIY untuk membayar
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kepada pihak penerima garansi Bank apabila pihak terjamin ingkar
janji.

Kliring

Perhitungan utang piutang antara bank secara terpusat di satu tempat
dengan cara saling menyerahkan warkat kliring yang telah ditetapkan
untuk dapat diperhitungkan.

Jual Beli Valuta Asing

Jual beli valuta asing dilakukan oleh Bank BPD DIY berdasarkan nilai
kurs valuta asing antar negara yang berlaku set‘ap harinya.

Kas Daerah

Lembaga keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan mengenai
penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang urtuk
kepentingan daerah yang bersangkutan.

. Pembayaran Pensiun

Bank BPD DIY membayarkan uang pensiunan pegawai daerah otonom
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas perintah PT. Taspen.
Penerimaan Setoran Pajak

Bank BPD DIY menerima setoran pajak dari pihak ketiga dan
menyetorkan kembali ke kantor kas negara.

Penerimaan Setoran PAM

Bank BPD DIY menerima setoran PAM dari Pelanggan PAM dan

menyetorkan kembali ke PAM.
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G. Penyaluran Dana Bank BPD DIY

Penyaluran dana di Bank BPD DIY diarahkan ke sektor kredit,
terutama kredit skala kecil dan menengah. Sebagai wujud komitmen Bank
BPD DIY untuk membantu pemerintah memulihkan kondisi perekonomian
nasional, selain penyaluran kredit umum, Bank BPD DIY juga ikut
menyalurkan kredit program.

Kehati-hatian dalam menyalurkan kredit telah menjadi tradisi Bank
BPD DIY. Kehati-hatian dalam penyaluran kredit telah terbukti berhasil
membawa Bank BPD DIY tetap mengalami pertumbuhan yang layak
sekalipun dalam kondisi perekonomian yang dilanda krisis. Berkat penerapan
prinsip ini, tingkat kredit bermasalah di Bank BPD DIY hanya mencapai 1,13
%, jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia yang menentukan batasan
maksimal kredit bermasalah sebesar 5 %.

Selain penyaluran dana dalam bentuk kredit, Bank BPD DIY
memanfaatkan instrumen pasar uang untuk mengoptimalkan pendapatannya,

berupa pembelian Sertifikat Bank Indonesia serta penempatan pada Bank lain.

H. Manajemen Risiko Bank BPD DIY
Pengendalian risiko di Bank BPD DIY dibagi menjadi empat tahapan,
yaitu dimulai dari identifikasi risiko yang mungkin timbul, mengukur risiko,
melakukan pemantauan terhadap risiko, serta melakukan antisipasi terhadap

risiko-risiko tersebut.



Pengendalian risiko ini melekat dalam sistem dan prosedur operasi
yang disusun, sehingga setiap langkah-langkah dalam sebuah proses
pengambilan keputusan telah memperhitungkan unsur risiko yang dihadapi
dan langkah-langkah yang harus diambil apabila risiko potensial berubah
menjadi risiko yang nyata.

Untuk pengendalian risiko tersebut, tahun ini Bank BPD DIY telah
menyempurnakan beberapa sistem dan prosedur operasional, terutama yang

menyangkut bidang perkreditan dan bidang pendanaan.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis dan menjawab evaluasi kebijakan tentang prosedur
dan sistem pemberian kredit serta penyelesaian kredit macet skala mikro yang
diterapkan oleh Bank BPD DIY, penulis perlu mengemukakan terlebih dahulu
mengenai prosedur dan sistem pemberian kredit serta prosedur penyelesaian kredit
macet skala mikro yang ada di Bank BPD DIY. Kredit yang ada di Bank
Pembangunan Daerah DIY antara lain adalah kredit pegawali, kredit umum, kredit
investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit pegawai diberikan
kepada pegawai atau karyawan dimana instansi tempat pegawal atau karyawan
tersebut bekerja bersedia menjadi penanggung pelunasan pinjaman kredit. Kredit
umum diberikan kepada seseorang yang telah bekerja dan mempunyai
penghasilan tetap atau penghasilan tidak tetap. Sedangkan kredit investasi, kredit
modal kerja dan kredit konsumsi diberikan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk
investasi, modal kerja atau konsumsi.

1. Deskripsi Prosedur Pemberian Kredit
a. Prosedur pemberian kredit pegawai
Syarat pemberian kredit pegawai di Bank BPD DIY Cabang Utama
adalah mengisi secara lengkap blangko pemberian kredit pegawai yang
telah disediakan. Syarat tersebut berupa surat permohonan kredit, surat
keterangan pemohon, surat pernyataan sebagai penanggung atau avalist,

surat kuasa penyisihan gaji dan penghasi'an lainnya kepada bendahara
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yang diketahui pejabat pemberi avalist, surat pernyataan pemohon tidak
akan memindahkan gaji yang diketahui bendahara dan pejabat pemberi
avalist, serta surat pernyataan peserta Asuransi Jiwa khusus bagi pemohon
yang berusia lebih dari 50 tahun.

Selanjutnya surat permohonan, surat keterangan pemohon, surat
pernyataan sebagai penanggung atau avalist, surat kuasa penyisihan gaji
dan penghasilan lainnya serta surat pemnyataan pemohon tidak
memindahkan gaji diatas dilampini dengan fotokopi Kartu Tanda-
Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku dari pemohon. Disamping itu juga
diperlukan fotokopi kartu keluarga ( C.1 ), fotokopi surat nikah, daftar
gaji dan struk gaji serta menyerahkan foto kopi tabungan bagi pemohon
yang penerimaan gajinya melalui tabungan.

Kemudian blangko prosedur pemberian kredit pegawai yang telah
diisi lengkap tersebut diserahkan ke kantor Cabang Utama dan
dimasukkan ke dalam stopmap wama merah muda polos dan meminta
tanda terima berkas permohonan pinjaman. Berkas permohonan yang
diterima dan dijadwalkan pencairannya adalah bagi pemohon yang telah
melengkapi syarat-syarat tersebut diatas.

Penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan, dilakukan sesuai
tanggal yang tercantum pada lembar tanda terima berkas permohonan
pinjaman. Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan di depan petugas
bank serta pemohon beserta suami atau istri yang bersangkutan dengan

menunjukkan KTP asli.
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b. Prosedur pemberian kredit umum

Pemberian kredit umum di Bank BPD DIY dibagi menjadi dua
yaitu kredit umum penghasilan tetap dan kredit umum penghasilan tidak
tetap. Syarat permohonan kredit umum penghasilan tetap adalah mengisi
formulir permohonan kredit, jaminan berupa sertifikat tanah, jangka waktu
maksimal 2 tahun (untuk kredit modal kerja), jangka waktu maksimal 4
tahun (untuk kredit konsumsi dan kredit investasi). Disamping itu juga
diperlukan fotokopi sertifikat tanah, fotokopi KTP yang masih berlaku
(suami, istri, pemilik jaminan), fotokopi SK pegawai dilegalisir, daftar gaji
dan struk gaji, fotokopi surat nikah, denah rumah dan lokasi jaminan serta
perincian kebutuhan dana.

Sedangkan syarat permohonan kredit umum penghasilan tidak
tetap adalah mengisi formulir permohonan kredit, jaminan berupa
sertifikat tanah, jangka waktu maksimal 2 tahun (untuk kredit modal
kerja), jangka waktu .maksimal 4 tahun (untuk kredit konsumsi dan
investasi). Syarat lainnya berupa fotokopi sertifikat tanah, fotokopi KTP
yang masih berlaku (suami, istri, pemilik jaminan), fotokopi surat nikah
atau cerai atau surat kematian (untuk duda atau janda), fotokopi PBR, ijin
usaha, NPWP, dan lain-lain (bila ada). Kemudian syarat yang terakhir
pemohon melampirkan catatan atau laporan keuangan usaha, denah rumah

dan lokasi jaminan serta perincian kebutuhan dana.
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Dalam penelitian ini hanya dijabarkan dua prosedur pemberian
kredit yaitu prosedur pemberian kredit pegawai dan prosedur pemberian
kredit umum karena keterbatasan data yang diperoleh penulis.

Berdasarkan uraian singkat mengenai prosedur pemberian kredit di
Bank BPD DIY Cabang Utama maka akan dianalisis jaringan prosedur
pemberian kredit yang ada di Bank BPD DIY yaitu sebagai berikut :

1) Prosedur permohonan kredit

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan
kredit ke bagian Administrasi Kredit dengan melampirkan :
a) SIUP ( Surat [zin Usaha Perseorangan ).

b) TDP ( Tanda Daftar Perusahaan ).
¢) NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ).
d) KTP ( Kartu Tanda Penduduk ).

Calon nasabah mengisi formulir permohonan kredit yang telah
disediakan oleh Bank BPD DIY yang disebut dengan Surat
Permohonan Kredit (SPK), yang fungsinya untuk membakukan
permohonan nasabah. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh
pemohon akan dicatat dalam buku khusus, setelah itu calon debitur
akan mendapat berbagai informasi dan berkas-berkas yang harus diisi
dan dilengkapi.

Surat ini kemudian ditujukan kepada pemimpin cabang BPD

DIY untuk mengajukan permohonan kredit oleh pemohon atau calon
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debitur. Kemudian surat ini diserahkan kepada Account Officer (AO)
yang nantinya akan menjadi AO sponsor.

Data-data yang disajikan dalam formulir merupakan informasi
tentang calon nasabah yang diperlukan oleh bank. Data-data tersebut
akan tercantum dalam Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPK).
Surat ini terdiri dari dua macam, yaitu surat keterangan permohonan
kredit untuk pemohon kredit yang berpenghasilan tetap dan surat
keterangan tentang permohonan kredit untuk pemohon kredit yang
berpenghasilan tidak tetap. Selanjutnya Administrasi Kredit
memeriksa berkas-berkas permohonan kredit untuk dicatat dalam
register Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPK), kemudian
diserahkan kepada Seksi Kredit Support (SKS).

Prosedur penyidikan dan analisis kredit

Dalam prosedur ini, Seksi Kredit Support (SKS) memeriksa
berkas-berkas permohonan kredit yang diterima untuk membuat surat
yang diperlukan, yaitu Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPK).
SKPK berfungsi untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan oleh
bank secara lengkap sebagai bahan usulan kredit dan mengetahui
kebenaran informasi dalam permohonan kredit.

SKPK dibuat rangkap tiga, lembar pertama dikirim ke Bank
Indonesia (BI), lembar kedua ke wilayah kerja BPD, hal ini dilakukan

untuk lebih memperjelas status calon debitur, dan lembar ketiga untuk

arsip sementara.
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Informasi yang diperoleh dari BI dan wilayah kerja Bank BPD
digunakan untuk mengambil keputusan terhadap layak atau tidaknya
permohonan kredit. Jika permohonan kredit calon debitur tidak layak,
Seksi Kredit Support (SKS) akan membuat surat pembentahuan
kepada calon debitur. Surat pemberitahuan ini dibuat rangkap 2 yaitu
lembar pertama untuk calon debitur dan lembar kedua untuk arsip
permanen.

Jika permohonan kredit tersebut layak, maka AO sponsor akan
mengadakan kunjungan dan wawancara dengan calon debitur can
meminta data-data yang diperlukan untuk mengisi Laporan Kunjungan
Nasabah (LKN), kemudian AO sponsor akan memeriksa LKN dan
hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK).
Dokumen ini akan dipergunakan oleh AO sponsor sebagai bahan untuk
mempresentasikan dan mengusulkan kepada Komite Kredit untuk
mendapatkan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon. Faktor-
faktor yang mempengaruhi BPD  DIY Cabang Utama dalam -
melakukan penyelidikan dan analisis kredit adalah character, capacity,
capital, collateral, dan condition (5C). |

Selanjutnya AO sponsor membuat usulan kepada Pemimpin

Cabang atas permohonan kredit dalam bentuk formulir PK (Putusan

Kredit).
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3) Prosedur keputusan atas permohonan kredit

Dalam prosedur ini, Pemimpin Cabang akan meneliti formulir
PK untuk diambil keputusan. Keputusan diambil berdasarkan dokumen
tentang calon debitur yang diterima AO sponsor. Keputusan tersebut
dituangkan dalam Surat Putusan Kredit, yang fungsinya sebagai bukti
bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon atau calon
debitur melalui AO sponsor tersebut telah mendapat keputusan dari
pejabat yang berwenang.

Hasil keputusan akan permohonan kredit ini akan dicatat dan
diproses sesuai proses berikutnya. Jika permohonan kredit diterima,
maka formulir PK akan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang,
kemudian diserahkan kembali ke Seksi Kredit Support (SKS) untuk
dibuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). SPPK ini
dibuat rangkap dua, lembar pertama untuk debitur dan lembar kedua
untuk arsip sementara. SKS mencatat tanggal putusan kredit dalam
berkas nermohonan kredit dan menyiapkan syarat-syarat pencairan
fasilitas kredit.

Bila permohonan kredit ditolak, maka Pemimpin Cabang akan
membuat PPK (Putusan Permohonan Kredit) rangkap dua, lembar
pertama untuk debitur dan lembar kedua untuk arsip permanen.

Setelah keputusan atas permohonan kredit tersebut dibuat,
komite kredit membuat Surat tanggapan komite kredit. Surat ini berisi

tanggapan atas keputusan permohonan kredit yang diberikan kepada
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pemohon atau calon debitur oleh komite kredit dalam suatu rapat
komite.
Perjanjian kredit

Dalam Prosedur ini, apabila kredit telah disetujui maka SKS
membuat Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SPPPK)
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Penyelia
Pemasaran Bisnis dan Pimpinan Cabang. Kemudian permohonan
kredit tersebut harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis
antara pihak bank dengan pihak debitur.

Sebelum kredit dicatrkan, debitur harus menandatangani
Perjanjian Kredit (PK) dan Pengikatan Jaminan (PJ). Lembar Surat
Perjanjian Kredit dibuat rangkap dua, lembar pertama untuk debitur
dan lembar kedua untuk bank sebagai arsip.

Prosedur pencairan kredit

Dalam prosedur ini, setelah perjanjian kredit dibuat kemudian
bagian Administrasi Kredit meneliti status calon debitur wntuk
mengetahui apakah calon debitur telah memiliki rekening kredit di
Bank BPD atau merupakan debitur baru.

Kredit yang telah disetujui oleh Pemimpin Cabang, kemudian
dicairkan dengan pemindahbukuan ke rekening yang dimiliki oleh .
debitur. Sedangkan debitur yang baru pertama kali meminjam, oleh
bagian Administrasi Kredit akan dibukakan rekening pinjaman bagi-

debitur tersebut. Dengan adanya realisasi kredit ini, bank muai
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melaksanakan fungsi administrasi kredit untuk debitur yang-
bersangkutan.
6) Prosedur pelunasan fasilitas kredit

Dalam prosedur ini, setiap debitur yang akan melakukan
pelunasan kredit akan dilaksanakan secara computerized oleh teller.
Sehingga pada saat pelunasan kredit semua pihak yang berkepeniingan
antara lain bagian administrasi kredit dan bagian accounting juga bisa
memperoleh informasi tersebut.

Setelah pelunasan kredit terjadi maka Bank BPD akan
membuat Surat Penegasan Pelunasan yang antara lain berisi
pernyataan terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara debitur
dengan Bank BPD pada waktu yang lalu. Oleh sebab itu pelunasan
tersebut berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit antara bank
dengan debitur.

2. Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit
a. Prosedur pemberian kredit
Analisis terhadap jaringan prosedur pemberian kredit berdasarkan
data yang diperoleh penulis serta perbandingannya dengan yang ada dalam
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995

dapat diringkas pada tabel V.1.
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TABEL V.1
Ringkasan Analisis Terhadap Prosedur Pemberian Kredit
Di BPD DIY Cabang Utama

o

Prosedur dalam Data Keterangan
ketentuan Bank temuan di
Indonesia BPD DIY

1. Permohonan kredit ada Tepat sesuai ketentuan dari Bank
Indonesia.

2. Analisis kredit ada Di BPD, bernama penyidikan dan
analisis kredit, hanya beda nama
saja.

3. Keputusan atas ada Tepat sesuai ketentuan dari Bank

permohcnan kredit Indonesia.

4. Penolakan atau ada Di BPD, prosedur penolakan atau

persetujuan kredit persetujuan kredit sudah termasuk
dalam prosedur keputusan kredit.

5. Perjanjian kredit ada Tepat sesuai ketentuan dari Bank
Indonesia.

6. Pencairan kredit ada Tepat sesuai ketentuan dari Bank

Indonesia.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa

prosedur pemberian kredit yang ada di BPD DIY sudah sesuai dengan

ketentuan dari Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995. Jadi,

dapat dikatakan bahwa prosedur pemberian kredit tersebut sudah tepat,

yaitu telah melakukan prosedur permohonan kredit, analisis kredit,

keputusan kredit, perjanjian kredit, penolakan atau persetujuan kredit,

perjanjian kredit, dan pencairan kredit.

. Dokumen dan catatan

Prosedur pemberian kredit membutuhkan dokumen-dokumen

yang memadai. Berbagai dokumen yang digunakan dalam pemberian

kredit di BPD DIY adalah sebagai berikut :
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Surat permohonan kredit
Surat ini berupa blangko yang haris diidi oleh pemohon. Surat ini -
berfungsi untuk membakukan permohonan nasabah. Kemudian surat.
ini ditujukan kepada pemimpin cabang BPD DIY untuk dijadikan
pengajuan permohonan kredit oleh pemohon atau calon debitur. Surat
ini diserahkan kepada AO yang nantinya akan menjadi AO sponsor.
Surat keterangan tentang permohonan kredit

Surat ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang
informast diri calon debitur atau pemohon kredit. Surat ini terdiri dari
dua macam, yaitu surat keterangan permohonan kredit untuk pemohon
yang berpenghasilan tetap dan surat keterangan tentang permohonan
kredit untuk pemohon yang berpenghasilan tidak tetap.

Surat laporan penilaian jaminan

Surat laporan penilaian jaminan terdiri dari dua macam, yaitu surat
laporan penilaian jaminan barang tidak bergerak yaitu berupa tanah
dan surat laporan penilaian jaminan berupa barang-barang bergerak.
Surat laporan ini memberikan informasi tentang jaminan yang diajukan
oleh calon debitur atau pemohon kredit.

Untuk pengikatan jaminan dengan hak tanggungan pada barang tidak
bergerak berupa tanah, akan ditambah pula nilai pengaman. Misalkan:
nilai tanah yang dijaminkan senilai Rp 100.000.000,- ; sedangkan
pinjaman yang dibutuhkan oleh pemohon hanya sebesar Rp

20.000.000,- maka hak tanggungan senilai Rp 20.000.000,-. Besarnya
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nilai pengaman minimal 1,25 dan maksimal 1,5. Jadi total nilai
pinjaman nasabah sebesar Rp 20.000.000,- dikalikan nilai pengaman
sebesar 1,25 menghasilkan Rp 25.000.000,- yang diikat dengan hak
tanggungan.

Sedangkan untuk pengikatan jaminan barang bergerak berupa mesin
atau sepeda motor atau mobil, pengikatan ini akan melekat pada
barang-barang bergerak yang dijaminkan dimanapun barang itu
berada. Maksudnya, pihak bank dapat sewaktu-waktu mengambil
barang tersebut apabila terjadi kemacetan dalam pelunasan atau
pengangsuran kredit yang diajukan oleh pemohon atau debitur.
Memorandum analisis kredit

Dokumen ini dipergunakan oleh AO sponsor sebagai bahan untuk
mempresentasikan dan mengusulkan kepada Komite Kredit untuk
mendapatkan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon.

Surat putusan kredit

Surat ini merupakan bukti bahwa permohonan kredit yang diajukan
oleh pemohcn atau calon debitur melalui AO sponsor tersebut telah
mendapatkan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Surat tanggapan komite kredit

Surat ini berisi tanggapan atas keputusan permohonan kredit yang

diberikan kepada pemohon atau calon debitur oleh komite kredit dalam

suatu rapat komite.
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7) Memorandum komite kredit
Dokumen ini berisi berbagai tambahan penjelasan atas keputusan
permohonan kredit yang diberikan kepada pemohon atau calon debitur
sekaligus sebagai bukti telah dilaksanakannya pengambilan keputusan
atas suatu permohonan kredit oleh pejabat yang berwenang.
Analisis terhadap dokumen-dokumen dalam pemberian kredit
berdasarkan data yang diperoleh penulis serta perbandingannya dengan -

ketentuan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dapat diringkas

pada tabel V.2.

TABEL V.2
Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan
Dalam Pemberian Kredit

Di BPD DIY Cabang Utama
Ketentuan dari Data Keterangan
Direksi Bank temuan di
Indonesia BPD DIY

1. Surat permohonan ada Di  BPD, ©bemama Surat
kredit Permohonan Kredit (SPK).

2. Daftar isian dari ada Di  BPD, bermama  Surat
bank Keterangan Perrmohonan Kredit

(SKPK).

3. Daftar lampiran ada Di  BPD digunakan sesuai

dengan keperluan.

4. Surat jaminan ada D1 BPD, bernama Surat Laporan

Penilaian Jaminan (PJ).

5. Dokumen ada Di BPD, dokumen tersebut
penyidikan dan bernama Memorandum Analisis
analisis Kredit (MAK).

6. Surat keputusan ada Di BPD, bernama Surat Putusan

Kredit (SPK).

7. Dokumen pengikatan ada Di BPD, dokumen ini masuk ke

jaminan penyimpanan berkas dan
dikelola oleh bagian Kredit
Support. |
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Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan
Dalam Pemberian Kredit

Di BPD DIY Cabang Utama
(Lanjutan)
Ketentuan dari Data Keterangan
Direksi Bank temuan di
Indonesia BPD DIY
8. Bukti pencairan ada Di BPD, bukti ini masuk ke
kredit penyimpanan berkas dan
dikelola oleh bagian Kredit
Support.
9. Bukti pembayaran ada Di BPD, bukti ini masuk ke
dan pelunasan kredit penyimpanan berkas dan
dikelola oleh bagian Kredit
B Support

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa

dokumen-dokumen yang ada di BPD DIY dalam aktivitas pemberian

kredit telah sesuai dengan ketentuan dari Surat Direksi Bank Indonesia No.

27/162/KEP/DIR tahun 1995. Jadi, dokumen-dokumen yang diteliti dapat

dikatakan tepat karena telah menggunakan dokumen-dokumen yang telah

ditetapkan meskipun ada perbedaan nama tetapi fungsinya sama.

Pencatatan dan Pembukuan

Semua kegiatan perkreditan yang dilaksanakan oleh BPD DIY

harus dicatat dan dibukukan dengan benar, lengkap, dan akurat.

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka kegiatan pencatatan dan

pembukuan yang dilaksanakan Di BPD DIY tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :



1y

67

Pencatatan terhadap pengajuan permohonan kredit

. Setiap permohonan kredit yang diajukan olch pemohon akan dicatat

2)

3)

4)

3)

dalam buku khusus. Setelah itu calon debitur akan mendapat berbagai
informasi dan berkas-berkas yang harus diisi dan dilengkapi.
Pencatatan terhadap hasil analisis dan penyidikan

Pencatatan terhadap hasil analisis dan peryidikan permohonan kredit
yang telah dianalisis dan diselidiki akan dicatat dan dibuatkan
laporannya oleh AO sponsor guna diajukan ke Komite Kredit.
Pencatatan terhadap hasil keputusan kredit

Hasil keputusan akan permohonan kredit ini akan dicatat dan diproses
sesuai proses berikutnya. Apabila permohonan kredit ditolak, maka
AQ sponsor akan memberitahukan ke calon debitur, sedangkan bila
permohonan kredit disetujui, selain memberitahu calon debitur juga
melaporkan ke bagian kredit support untuk ditindaklanjuti.

Pencatatan rekening debitur

Bagi calon debitur yang permohonan kreditnya disetujui, pihak bank
akan membuka rekening kredit bagi debitur tersebut. Rekening ini
akan digunakan untuk mencatat segala aktivitas baik per.cairan,

pembayaran, pelunasan, dan catatan-catatan lainnya tentang kredit

debitur.
Pencatatan dan pembukuan akuntansi
Aktivitas perkreditan dapat dikatakan sebagai usaha pokok bank, maka

sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi bagian akuntansi untuk
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mencatat, mengolah, menyimpan, dan membukukan segala data dan .
informasi dalam aktivitas perkreditan ini. Kegiatan pencatatan dan
pembukuan akuntansi ini telah dilaksanakan secara computerized atau-
berbasis komputer sehingga dapat dilakukan secara cepat.

Analisis terhadap pencatatan dan pembukuan dalam pemberian
kredit berdasarkan hasil penelitian di BPD DIY, maka penulis akap
membandingkannya dengan kajian di ketentuan Surat Direksi Bank
Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995, schingga dapat diringkas

seperti pada tabel V3.

TABEL V.3
Ringkasan Analisis Terhadap Pencatatan dan Pembukuan
Dalam Pemberian Kredit

Di BPD DIY Cabang Utama
Ketentuan dari Bank Data Keterangan
Indonesia temuan di
BPD DIY
1. Pencatatan terhadap ada Di BPD, pencatatan ini untuk
permohonan kredit mencatat nomor SKPK
2. Pencatatan terhadap ada Di  BPD, pencatatan ini
hasil analisis dan dijadikan satu dengan nomor
penyidikan SKPK ]
3. Pencatatan terhadap ada Di BPD, pencatatan ni
hasil keputusan kredit dijadikan satu dengan nomor
SKPK
4. Pencatatan pencairan ada Di  BPD, pencatatan ini
dan pelunasan kredit langsung  dimasukkan ke
pembukuan di komputer
5. Pencatatan dan ada Di BPD, pencatatan ini dicatat
pembukuan akuntansi di bagian pembukuan.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa

pencatatan dan pembukuan di BPD DIY sudah sesuai dengan ketentuan
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dari Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995. Jadi, dapat
dikatakan bahwa pencatatan dan pembukuan di BPD DIY tersebut sudah
tepat karena dalam setiap tahap pemberian kredit telah dilakukan
pencatatan dan pembukuan.
. Unit-unit yang terkait
Unit-unit yang terkait dalam prosedur pemberian kredit di BPD
DIY adalah sebagai berikut :
1) Unit pembahas kredit
Unit atau bagian ini dilakukan oleh Komite Kredit. Komite ini
mempunyai tugas dalam memutuskan suatu permohonan kredit yang
diusulkan oleh AO sponsor dalam Rapat Komite. Pada kondisi biasa,
Komite Kredit beranggotakan pemimpin kelompok AO dan anggota
AO lainnya. Bila ternyata dibutuhkan kewenangan yang lebih besar
untuk memutuskan suatu permohonan kredit, maka anggota Komite
dapat ditambah sesuai dengan besarnya wewenang yang dibutuhkan,
yaitu Wakil Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang, Pemimpin Biro,
Direktur Pemasaran hingga Direksi.
Dalam unit ini ada AO dan analisis kredit. Tugas analisis kredit adalah.
melakukan analisis kelayakan kredit yang mencakup aspek yuridis,
aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis produksi, aspek
keuangan dan aspek sosial, ekonomi, AMDAL (Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan) dengan menggunakan prinsip 5C.
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Tujuan utama dari analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan
bahwa calon nasabah atau debitur mempunyai kemauan dan
kemampuan mengembalikan kredit atau tidak, karena pemberian kredit
mengandung risiko.

Unit administrasi kredit

Unit administrasi kredit bertugas membuat perjanjian kredit apabila |
kredit ada putusan untuk diberikan kepada calon debitur dan bertugas-
untuk menyimpan berkas-berkas kredit. Tugas administrasi kredit ini
dilakukan oleh bagian Kredit Support. Bagian ini akan bertugas
menangani berbagai pekerjaan administrasi setelah kredit yang
diusulkan mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit. Kegiatan dan

proses di bagian ini dilaksanakan secara computerized atau berbasis

komputer.

Unit pelaksana kredit

Unit pelaksana kredit bertugas memberikan informasi tentang
permohonan kredit kepada calon debitur. Tugas ini dilakukan oleh
Penyelia Pemasaran Bisnis.

Unit pencairan dan pembayaran kredit

Setelah dilakukan perjanjian kredit dengan menandatangani di hadapan
notaris dan bagian administrasi kredit, maka nasabah memperoleh
tanda bukti untuk mencairkan kredit yang telah disepakati dalam

bentuk uang di bagian teller.
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Analisis terhadap unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit
berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini  serta
perbandingannya dengan ketentuan dari Direksi Bank Indonesia No.

27/162/KEP/DIR tahun 1995 dapat diringkas seperti pada tabel V.4.

TABEL V.4
Ringkasan Analisis Terhadap Unit-Unit yang Terkait
Dalam Pemberian Kredit
Di BPD DIY Cabang Utama

- Ketentuan dari Bank Data Keterangan
Indonesia temuan di
| BPDDIY
1. Unit pembahas kredit |  ada Analisis Kredit
2. Unit administrasi | ada Bagian Kredit Support
kredit
3. Unit pelaksana kredit ada Penyelia Pemasaran Bisnis |
4. Unit pencairan dan ada Teller
pembayaran kredit

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka dapat diketahui
bahwa unit-unit yang terkait dalam prosedur pemberian kredit tersebut
sudah sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia No.
27/162/KEP/DIR tahun 1995. Jadi, dapat dikatakan bahwa unit-unit yang
terkait dalam pemberian kredit tersebut sudah tepat, yaitu BPD DIY telah
memiliki unit pembahas kredit, unit pelaksana kredit, unit administrasi ..
kredit, serta unit pencairan dan pembayaran kredit.

3. Deskripsi Kebijakan Penyelesaian Kredit Macet
Sebelum dikatagorikan sebagai kredit macet, kredit yang dalam

pelunasannya tidak lancar akan terlebih dahulu dikatagorikan sebagai kredit
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bermasalah. Bila sudah dilakukan tindakan penyelamatan untuk kredit
bermasalah tetapi belum juga bisa menyelamatkan kredit tersebut maka kredit
tersebut baru dikatagorikan sebagai kredit macet.

Untuk bisa melihat pelunasan kredit debitur lancar atau tidak,
khususnya kredit mikro, BPD DIY mempunyai data-data di komputer yang
langsung bisa mengetahui lancar tidaknya debitur dalam pembayaran
pelunasan kredit yang diberikan.

Jaringan prosedur penyelesaian kredit bermasalah yang ada di BPD
DIY adalah sebagai berikut :

a. Laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia

Dalam kebijakan ini, setiap bulan BPD DIY akan membuat laporan
mengenai tingkat kualitas kredit mikro yang akan diberikan kepada Bank
Indonesia. Laporan tingkat kualitas kredit mikro ini di BPD DIY
dinamakan Laporan Kualitas Kredit skala mikro.

Laporan Kualitas Kredit ini berisi data nama-nama debitur yang
sudah mendapatkan pinjaman kredit mikro dari BPD DIY beserta jumlah
kreditnya dan data jumlah pelunasan kredit oleh debitur setiap bulannya.
Bila terjadi ketidaklancaran terhadap pelunasan atas angsuran dan bunga
kredit oleh debitur maka akan terlihat di laporan tersebut.

Dari Laporan Kualitas Kredit skala mikro inilah, Bank Indonesia
bisa mengetahui perkembangan tingkat kualitas kredit mikro di BPD DIY
termasuk lancar tidaknya pelunasan atas angsuran dan bunga pinjaman

debitur setiap bulannya.
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Jadi Laporan ini tidak hanya diberikan kepada Bank Indonesia
setelah terjadi kredit bermasalah di BPD DIY, tetapi setiap bulannya BPD
DIY wajib memberikan Laporan Kualitas Kredit tersebut kepada Bank
Indonesia.

. Pembentukan satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja
penyelesaian kredit bermasalah

Dalam hal ini, Bank BPD DIY khususnya BPD DIY pusat
mempunyai kelompok atau tim khusus yang hanya berwenang untuk
rﬂembuat kebijakan terhadap prosedur pemberian kredit skala mikro dan
penyelesaian kredit macet skala mikro. Kelompok atau tim khusus tersebut
bernama Kelompok Mikro Banking (KMB). KMB ini termasuk di dalam
divisi pekreditan. Divisi perkreditan ini langsung dibawahi oleh Direktur
Pemasaran.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan dari kebijakan tersebut, BPD
DIY Pusat khususnya KMB menyerahkan kepada kantor cabang. Dalam
hal ini yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah Penyelia Pemasaran Bisnis
(PPB) yang merupakan bagian dari kelompok analisis kredit, dimana PPB
ini bertanggung jawab atas pengawasan dan penyelesaian kredit
bermasalah di BPD DIY khususnya kredit skala mikro.

PPB ini adalah kelompok khusus yang ditunjuk oleh Bank BPD.
DIY Cabang Utama sebagai pelaksana dari kebijakan yang sudah dibuat
dan disahkan oleh Bank Indonesia untuk menyelesaikan kredit bermasalah

di BPD DIY. Dan PPB ini tidak hanya dibentuk bila terjadi kredit
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bermasalah saja, tetapi kelompok ini memang sudah merupakan satu
satuan kerja dari bagian analisis kredit, dimana bagian analisis kredit
mempunyai wewenang untuk menyelidiki permohonan  kredit,
menganalisis permohonan kredit dari segala aspek baik keuangan maupun
non keuangan dan salah satunya mengawasi dan menyelesaikan adanya .
kredit bermasalah.

Penyusunan program penyelesaian kredit bermasalab

Dalam kebijakan ini, KMB bertugas menyusun program
penyelesaian kredit bermasalah. Setelah program ini dibuat, KMB
mengajukan program penyelasaian kredit bermasalah tersebut kepada
Pemimpin Divisi Perkreditan, setelah mendapat persetujuar, dari
Pemimpin Divisi Perkreditan maka  program penyelesaian kredit
bermasalah tersebut diajukan kepada Bank Indonesia.

Program ini antara lain berisi tata cara penyelesaian kredit
bermasalah yaitu dengan penjadwalan kembali (rescheduling), atau
persyaratan ulang (reconditioning), atau penataan ulang (restructuring),
atau kombinasi ketiganya, atau dengan likuidasi. Dari kelima tata cara
tersebut, KMB menilai cara mana yang paling efektif untuk menyelesaikan
kredit bermasalah yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kesulitan
debitur dalam pelunasan kreditnya.

Selain berisi tata cara penyelesaian kredit, program penyelesaian
kredit bermasalah tersebut juga mencantumkan jangka waktu penyelesaian

kredit bermasalah tersebut sesuai ketetapan Bank Indonesia dan evaluasi
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dari kegiatan yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan kredit
bermasalah.
. Pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah

Setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, maka KMB selaku
penyusun program penyelesaian kredit bermasalal: tersebut menyerahkan
ke Penyelia Pemasaran Bisnis sebagai pelaksana dari program tersebut.

Tata cara pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah ini
ditentukan dari penilaian keadaan dan kesulitan debitur dalam pelunasan
kreditnya. Apabila cara pertama yang dilakukan adalah dengan
penjadwalan kembali (rescheduling) yang meliputi: perpanjangan jangka
waktu angsuran atau jangka waktu kredit atau menurunkan jumlah
pembayaran angsuran belum bisa mengatasi kredit bermasalah tersebut
maka digunakan cara yang kedua yaitu dengan persyaratan ulang
(reconditioning) yang meliputi : penurunan suku bunga atau penundaan
pembayaran bunga sampai waktu tertentu atau pembebasan bunga. Tetapi
sebelum menggunakan cara lainnya, KMB harus terlebih dahulu
memberitahukan kepada pemimpin cabang Utama atas perubahan atau
perbaikan dari program penyelesaian kredit bermasalah yang akan
dilaksanakan.

Apabila dengan reconditioning belum juga bisa menyelesaikan
kredit bermasalah tersebut maka bisa menggunakan cara lain yaitu dengan
penataan ulang (restructuring). Dalam penataan ulang i BPD DIY -

bertindak sebagai konsultan bagi debitumya. Dengan melihat kondisi
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debitur dari aspek permodalan, manajemen, bidang usaha, marketing, dan
administrasi maka BPD DIY bisa membantu debitur dengan menambah
jumlah kredit.

Bila dengan restructuring belum juga menyelesaikan kredit
bermasalah tersebut maka bisa menggunakan kombinasi dari rescheduling,
reconditioning dan restructuring.

Apabila dengan cara kombinasi inipun belum bisa mengatasi kredit
bermasalah tersebut maka cara terakhir yang bisa ditempuh oleh BPD DIY -
adalah dengan likuidasi, dimana dalam likuidasi ini barang—barang_ ..
bergerak atau tidak bergerak milik debitur yang sudah dijadwalkan sebagai
jaminan dalam rangka pelunasan hutang akan dijual oleh debitur yang
kemudian diserahkan kepada BPD DIY sebagai pelunasan hutang debitur.
Evaluasi efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah

Setelah program penyelesaian kredit bermasalah tersebut
dilaksanakan, maka PPB kemudian membuat laporan atas pelaksanaan
program penyelesaian kredit bermasalah tersebut dan menyerahkan kepada
KMB. Kemudian KMB mengevaluasi pelaksanaan dari penyelesaian
kredit bermasalah tersebut yang sudah dilaksanakan di BPD DIY. Hasil
dari evaluasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia secara
tertulis.

Laporan tertulis yang diberikan kepada Bank Indonesia berisi hasil

evaluasi dari pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah beserta
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perubahan atau perbaikan program penyelesaian kredit bermasalah yang
sudah dilaksanakan di BPD DIY.
f. Penyelesaian akhir terhadap kredit yang tidak dapat ditagih atau
kredit macet
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam pelaksanaan
program penyelesaian kredit bermasalah terhadap kredit yang sudah tidak
dapat ditagih atau macet akan dilakukan penyelesaian dengan cara
likuidasi. Cara ini dilakukan sebagai langkah akhir dari menyelesaikan
kredit bermasalah.
Di BPD DIY, cara penyelesaian kredit bermasalah dengan likuidasi
ii akan diserahkan kepada kantor lelang dan kantor kejaksaan. Kantor
lelang ini berfungsi sebagai pihak yang menjual barang-barang bergerak
atau tidak bergerak milik debitur yang sudah diserahkan kepada BPD DIY
sebagai jaminan atas pinjaman kredit. Sedangkan kantor kejakszan
berfungsi sebagai pihak untuk mengurusi surat-surat penghibahan terhadap
harta debitur yang sudah dijadikan jaminan oleh pihak debitur.
4. Analisis Perbandingan Kebijakan terhadap Penyelesaian Kredit Macet
Dari pendeskripsian tentang prosedur penyelesaian kredit macet skala
mikro di BPD DIY di atas, maka dapat dilakukan analisis perbandingan
terhadap penyelesaian kredit macet skala mikro di BPD DIY dengan ketentuan
dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun .

1995. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel V.5, sebagai berikut :
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TABEL V.5

Ringkasan Analisis Perbandingan terhadap Kebijakan
Penyelesaian Kredit Macet
Di BPD DIY Cabang Utama

terhadap kredit yang tidak
dapat ditagih atau kredit
macet.

Ketentuan penyelesaian Data Keterangan
kredit macet oleh Bank temuan di
Indonesia BPD DIY
. Laporan atas kredit ada Di BPD, laporan kredit disebut |
bermasalah kepada Bank Laporan Kualitas Kredit dan
Indonesia. laporan tersebut  diberikan
setiap bulan sebagai lapcran
bulanan kepada Bank
Indonesia.

2. Pembentukan satuan kerja ada Di BPD, Kelompok Mikro
atau kelompok kerja Banking (KMB) bertugas
penyelesaian kredit membuat program atas |-
bermasalah penyelesaian kredit bermasalah

skala mikro dan sebagai
pelaksana  adalah  Penyelia
Pemasaran Bisnis (PPB).

3. Penyusunan program ada Di BPD, penyusunan program

penyelesaian kredit penyelesaian kredit bermasalah
skala mikro ini disusun oleh
KMB atas persetujuan dari
pemimpin Divisi Perkreditan.

4. Pelaksanaan program ada Di BPD, yang bertanggung
penyelesaian kredit Jawab atas pelaksanaan
bermasalah penyelesaian kredit bermasalah

ini adalah Penyelia Pemasaran
Bisnis (PPB).

5. Evaluasi efektivitas ada Di BPD, evaluasi terhadap
program penyelesaian pelaksanaan penyelesaian
kredit bermasalah kredit bermasalah ni

dilakukan oleh Kelompok
Mikro Banking dan Penyelia
Pemasaran Bisnis  sebagai
proses akhir dari pelaksanaan
penyelesaian adanya kredit
bermasalah.

6. Penyelesaian akhir ada Di BPD, penyelesaian akhir

dari adanya kredit bermasalah

adalah  dengan  likuidasi.
Penyelesaian ini akan
diserahkan kepada  kantor

lelang.
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Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa
penyelesaian kredit bermasalah yang ada di BPD DIY telah sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995. Jadi, dapat
dikatakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah tersebut sudah tepat karena

telah melakukan prosedur-prosedur dalam ketentuan Bank Indonesia.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan mengenai prosedur
pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet skala mikro yang diterapkan
oleh Bank BPD DIY, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh bank BPD DIY
Cabang Utama Yogyakarta meliputi : permohonan kredit, penyidikan dan
analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, perjanjian kredit,
pencairan kredit, dan pelunasan fasilitas kredit.

2. Kesesuaian sistem pemberian kredit di BPD DIY dengan ketentuan
dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR
tahun 1995

Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh bank BPD DIY
Cabang Utama Yogyakarta sudah sesuai dengan Ketentuan dari Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995. Hal
ini dapat dilihat dari analisis terhadap prosedur pemberian kredit, analisis
terhadap dokumen dan catatan dalam pemberian kredit, analisis terhadap
pembukuan dan pencatatan dalam pemberian kredit, dan analisis terhadap

unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit.
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3. Penyelesaian Kredit Macet Skala mikro

Prosedur penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah skala
mikro yang dilaksanakan oleh Bank BPD DIY Cabang Utama Yogyalarta
neliputi ; laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia, pembentukan
kelompok kerja dalam penyelesaian kredit bermasalah, penyusunan
program  penyelesaian kredit bermasalah, pelaksanaan program
penyelesaian kredit bermasalah, evaluasi terhadap program penyelesaian.
kredit bermasalah, dan penyelesaian akhir terhadap kredit yang tidak dapat
ditagih atau kredit macet.

4. Kesesuaian penyelesaian kredit bermasalah skala mikro dengan
Ketentuan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
27/162/KEP/DIR tahun 1995

Prosedur penyelesaian kredit bermasalah skala mikro yang
dilaksanakan oleh bank BPD DIY Cabang Utama Yogyakarta sudah tepat
karena sudah sesuai dengan Ketentuan dari Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995. Hal tersebut dapat dilihat
dalam analisis terhadap prosedur penyelesaian kredit macet yang terdiri
dani laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia, pembentukan
kelompok kerja dalam penyelesaian kredit bermasalah, penyusunan
program penyelesaian kredit bermasalah, pelaksanaan program
penyelesaian kredit bermasalah, evaluasi terhadap program penyelesaian
kredit bermasalah, dan penyelesaian akhir terhadap kredit yang tidak dapat

ditagih atau kredit macet.



B. Keterbatasan Penelitian
Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data dan pembahasan
ini merupakan data dan informasi yang sebenarnya. Data dan informasi yang
diperoleh tidak lepas dari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan.

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu dan kesempatan yang dapat disediakan dari pihak
bank BPD DIY dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, sehingga
sedikit banyak mempengaruhi hasil data dan informasi yang depat
diperoleh.

2. Keterbatasan dari pihak penulis sendiri yang tidak mampu berbuat
maksimal, artinya tidak bisa mengikuti secara langsung proses pemberian

kredit dan proses penyelesaian kredit bermasalah skala mikro yang

dilaksanakan oleh bank BPD DIY.

C. Saran

Prosedur dan sistem pemberian kredit serta prosedur penyelesaian
kredit bermasalah skala mikro yang dilaksanakan oleh Bank BPD DIY
Cabang Utama Yogyakarta sudah tepat. Saran yang dapat diberikan kepada
Bank. BPD DIY, yaitu selalu melakukan evaluasi terhadap pemberian kredit
dan penyelesaian kredit bermasalah skala mikro, sehingga Bank BPD DIY
tetap mampu menjamin terlaksananya kegiatan perkreditan yang sesuai
dengan situasi dan kondisi, tanpa menutup kemungkinan adanya perubahan-

perubahan dalam perkembangan perusahaan.
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Seharusnya Bank BPD DIY tetap menggunakan langkah-langkah
dan ketentuan dalam pemberian kredit serta penyelesaian kredit bermasalah
skala mikro yang sudah ada dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995, karena langkah-langkah dan prosedur
tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pemberian
kredit dan penyelesaian kredit bermasalah skala mikro. Oleh karena itu
kebijaksanaan yang diambil oleh Bank BPD dalam penyelesaikan kredit
bermasalah skala mikro menjadi tepat, sehingga tidak merugikan pihak bank

sendirt atau tidak merugikan nasabah atau pun pihak lain.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Jelaskan tentang sejarah perkembangan Bank BPD DIY !

Jelaskan tentang visi dan misi Bank BPD DIY!

Kredit skala mikro di Bank BPD DIY diperuntukkan untuk siapa saja ?
Jelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah dalam
pengajuan kredit kepada Bank BPD DIY !

Jelaskan tentang kebijakan di Bank BPD DIY dalam hal prosedur pemberian
kredit skala mikro !

Jelaskan tentang prosedur permohonan kredit dalam Bank BPD DIY ?
Sebutkan bentuk dan format dari permohonan kredit tersebut !

Jelaskan tentang prosedur analisis kredit dalam Bank BPD DIY !

Dalam prosedur analisis kredit di Bank BPD DIY, penilaian-penilaian apa
saja yang perlu diperhatikan dalam menyetujui atau menolak kredit yang

diajukan oleh nasabah?

Siapa-siapa saja pejabat yang berwenang dalam membuat keputusan atas

permohonan kredit ?

Dasar-dasar apa saja yang bisa menunjang dalam proses pembuatan
keputusan kredit di Bank BPD DIY ?

Jelaskan tentang prosedur perjanjian kredit dalam Bank BPD DIY !

Sebutkan bentuk dan format dari perjanjian kredit tersebut !

Apa saja isi dari perjanjian kredit tersebut ?

Jelaskan tentang proses pencairan kredit dalam Bank BPD DIY !



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jelaskan tentang proses pencairan kredit dalam Bank BPD DIY !
Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam proses pencairan kredit di
Bank BPD DIY ?

Jelaskan tentang prosedur dari pelunasan kredit dalam Bank BPD DIY !
Jelaskan tentang kebijakan di Bank BPD DIY dalam hal penyelesaian kredit
bermasalah skala mikro !

Apakah sebelum menangani kredit bermasalah tersebut, pthak Bank BPD
D1Y terlebih dahulu memberikan laporan kepada Bank Indonesia ?

Sebelum menangani kredit bermasalah tersebut, apakah dalam Bank BPD
DIY terlebih dahulu membuat kelompok kerja khusus yang bertugas
menangani kredit bermasalah tersebut ?

Bilamana penyelesaian-penyelesaian terhadap kredit bermasalah di Bank
BPD DIY sudah maksimal dilakukan tetapi belum juga bisa menyelesaikan
kredit bermasalah tersebut, maka langkah-langkah apa lagi yang perlu
ditempuh untuk penyelesaian kredit bermasalah tersebut ?

Kebijakan apa saja yang diterapkan di Bank BPD DIY dalam menangani

penyelesaian kredit macet ?
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Nomor
Lampiran
Hal

KR 010}

1 (satu) set
: Permohonan Kredit

Kepada
Yth. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Pekerjaan

Alamat dan Nomor
Telepon Rumah

.........................................................................................

Alamat dan Nomor
Telepon Tempat Usaha :

dengan ini mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. .................... (T .
............................................................................................. ) dengan jangka waktu .........

Bersama ini pula saya’kami sampaikan keterangan tentang permohonan kredit beserta
lampirannya.

Demikian kiranya maklum dan atas perhatian akan hal tersebnut, saya/kami ucapkan
terima kasih.

Pemohon,



BANK @® BPD DIy

BANK PEMBANGUNAN DAERAII

KETERANGAN TENTANG PERMOHONAN KREDIT (SKPK)
Penghasilan Tidak Tetap

DIISI OLEH PEMOHON

1.

PEMOHON KREDIT

-Nama Pemohon / Perusahaan

- Alamat Usaha & No. Telepon

- Alamat tempat tinggal & No. Telepon

NP WP e e
2 a. Plafond kredit yang diminta = 1o e s e
b. Tujuan penggunaan kredit Lo
€. JangKa WAKIU e et et s h e R r bt e be e b e e racae
3. @ SUSUNAN PENGURUS i nsc st ee st ettt ebeenebn e etece s
b. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM ettt
4. LEGALITAS USAHA DAN IJIN-IJIN YANG TELAH DIMILIKI : *)
D Akte Pendirian D STUP D TDR D Anggota Gapensi
L Ijin Tempat Usaha (Jitop [ stuik L
5. Keterangan tentang kredit terakhir
- Tanggal realisasi / NO. FEKENING oottt st b e rre st saae st vmerarasene
- Plafond Kredit e ettt
= JaNGKA WAKIU et e e a e st e et st ar e e
- Sisa kredit bulan ini/ Lunas tanggal oot et e bt
S KONAItE et ettt et ene e sr e e b e
6. Barang-barang yang akan diajukan sebagai tanggungan / jaminan, sebutkan :
- Hak atas barang tersebut et ettt ettt e RS e e SRk e b e e Rt R b e teer et et b e be s b ereeaearbanten
S JBNIS e et et st s sae st sr et atenrene
- Bukti pemiliKan e et e e e
S L e tAK e ettt en s
7. Lain-lain :a. Bank diperkenankan minta informasi dari pihak-pihak
lain mengenai diri pemohon maupun perusahaannya
b. Pemohon akan selalu bersikap terbuka terhadap Bank
8. Lampiran *) : L] Akte Pendirian [ ] NPWP  []Izin Tempat Usaha
[Jstup [ TDP []Anggota Gapensi [ ] KTP []TDR
Petugas Bank Pemohion
(oo ) (oo )
Tgl e

*) Beri tanda X pada kotak yang bersangkutan

KR 0107




I

II.

Contoh Form Kredit Mikro Makarya
Sesuai SE Nomor : 0023 /KR 1006
Tanggal 124 Juni 2003

PERJANJIAN KREDIT

Nomor :
Nama ...oooovvivniiininn selaku  Pemimpin Cabang..............cocevvniene BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG.........cceeeee. dan syah mewakili Bank BPD DIY berdasarkan surat
Keputusan Direksi............ Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama =
Nama Kelompok :....................
Alamat
No. KTP/SIM

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai peminjam / debitur selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian
Kredit Mikro Makarya Bank BPD DIY CABANG

dengan jangka waktu............... Bulan
Suku Bunga perbulan 2% Flat/Bulan
Kredit mulai berlaku tanggal
Kredit Harus Lunas Tanggal.................ococii
Dan pihak kedua sanggup untuk membayar kembali pinjaman tersebut beserta
kewajiban lainnya sejumlah Rp ............. setiap Bulan.
Yang terdiri dari : Angsuran Pokok Rp
Angsuran Bunga Rp ..................
Dengan angsuran 12 kali, diangsur setiap bulan.
Apabila terjadi keterlambatan membayar angsuran, maka pihak kedua sanggup
membayar denda 50% dari tingkat bunga. Bagi debitur yang melunasi kredit tepat
waktu diberikan Bonus Angsuran Tepat Waktu (BATW) sebesar 6 % dari total
bunga yang dibayarkan kepada Bank untuk kredit yang berjangka waktu satu tahun
dan diberikan setiap 4 bulan sekali sebesar 2% dengan ketentuan angsuran selama 4
bulan tepat waktu tiap bulannya pemberian Bonus Angsuran Tepat Waktu (BATW)
akan dikreditkan ke rekening simpanan Debitur di Bank.
Debitur kelompok mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng atas
pembayaran pelunasan, sebagaimana Surat Pernyataan Ketua Kelompok yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini. '
Demikian Perjanjian Kredit ini ditandatangani kedua belah pihak di
bermeterai cukup, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal
penandatanganan tersebut.

Yogyakarta,

Pihak Kedua

Pemimpin Cabang



BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN : BIDANG PERKREDITAN | sa8  : 1
. SUBBAB : KR.0305
BANKBPDDIY [BUKU fii : FORMULIR PERKREDITAN DAN PETUNJUK SupBAD i K
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PELAKSANAAN
DAERAHISTIMEWANOGYAKARTA | BAB  [b : FORMULIR PERJANJIAN KREDIT - SK DIREKS!
SUB BAB : PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DENGAN NO :
HAK MILIK SECARA KEPERCAYAAN (FEQ) KR.0305 ™S

NOMOr: .
Yang bertanda tangan dibawah ini :
L et e e et eaasteeaeeae et eaetesetetaeaeetestes b e bt it see aenaraeneeean
yan g seIa njutnya d o m per]anjlan |n| dlsebut e
PIHAK PERTAMA —
e e e e e , Pemimpin BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY

atas nama BANK PEMBANGUNAN DAERAH, berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Surat
Kuasa Direksi Bark Pembangunan Daerah Nomor : .........cccccevvevnnnnien. fanggal..........ooeeveiiie yang
dibuat oleh dan dihadapan .........cccccccoiiinieininnin e Notaris ai Yogyakarata,
untuk selanjutnya disebut :

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu
menerangkan bahwa untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kepastian pembayaran lunas dari
semua yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada BANK, baik berupa pokok kredit, bunga,
denda, biaya, maupun beban kewajiban lainnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit
yang pada saat ini telah dibuat dan ditandatangani antara kedua belah pihak, yaitu :

— Perfjanjian Kredit NO. I .ovvoiiiiiiiiii
— Tanggal ettt e e et st e e F PSP P PP PP PP PPPPRPRP




BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN : BIDANG PERKREDITAN BAB b
SUB BAB : KR.0305
BANK BPD DIY BUKU Il : FORMULIR PERKREDITAN DAN PETUNJUK MO
RANK PEMBANGUNAN DAERAH PELAKSANAAN
DAERAHISTIMEWAYOGYAKARTA | gap  |b : FORMULIR PERJANJIAN KREDIT SK DIREKSI
SUB BAB : PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DENGAN ;‘gLf
HAK MILIK SECARA KEPERCAYAAN (FEQO) KR.0305 -

Berikut Addendum-Addendumnya yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari.
PIHAK PERTAMA dan BANK telah mufakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian ini dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut .

Pasal 1

1. Untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kepastian pembayaran lunas dari semua yang wajib
dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada BANK, baik berupa pokok kredit, bunga, denda, biaya-biaya
maupun beban lainnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas beserta
Addendum-Addendum yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari, maka PIHAK PERTAMA
dengan ini menyerahkan hak milik- secara kepercayaan (fiduciaire eigendoms overdracht) kepada
BANK yang menerangkan menerima penyerahan hak milik secara kepercayaan dari PIHAK PERTAMA
berupa barang-barang bergerak, yang telah maupun yang akan dikuasai yang selanjutnya dalam
perjanjian ini cukup disebut “barang/barang-barang jaminan”, sebagaimana tersebut dibawah ini :

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
0
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa "barang/barang-barang jaminan® yang diserahkan haknya itu |
benar-benar miliknya, bebas dari sengketa ataupun penkatan dengan pihak lain, dan karenanya
membebaskan BANK dari kemungkinan tuntutan pihak manapun.

Pasal 2

1. Penyerahan dan penerimaan hak milik secara kepercayaan tersebut di atas telah dilakukan ditempat
dimana “barang/barang-barang jaminan' tersebut berada dan telah menjadi milik BANK secara
kepercayaan dan karenanya semua asli surat-surat yang merupakan bukti pemilikan “barang/barang-
barang jaminan” tersebut akan dipegang dan dikuasai oleh BANK, sedangkan *barang/barang-barang
jaminan" tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan PIHAK PERTAMA selaku Pemirjam Pakai.

2. Hak Pinjam Pakai tersebut akan berakhir bilamana PIHAK PERTAMA terbukti tidak memenuhi salah
satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas beserta
Addendum-addendumnya. :




BANK BPD D1Y

BANK PEMBANANAN DAERAN

packan isoEwA YoovaxAATA | BAR b : FORMULIR PERJANJIAN KREDIT

~UKU PEDOMAN PERUSAHAAN : BIDANG PERKREDITAN | s b
HALAMAN @ 3

BUKU 'l : FORMULIR PERKREDITAN DAN PETUNJUK \ SUBBAB 1 KROXS
PELAKSANAAN

@B BAB : PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DENGAN \ il
HAK MILIK SECARA KEPERCAYAAN (FEO) KR.0305 -

1.

Pasal 3

“Barang/barang-barang jaminan®, yang diserahkan oleh BANK kepada PIHAK PERTAMA selaku
Peminjam Pakai, hanya dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA menurur sifat dan peruntukannya,

‘tanpa ada kewajiban bagi PIHAK PERTAMA untuk membayar suatu ganti kerugian berupa apapun

kepada BANK, akan tetapi dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA atas biaya sendir
berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan termasuk perbaikan dan/atau penggantian atas
kerusakan, keausan atau kehilangan atas “barang/barang-barang jaminan” tersebut, membayar semua
pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.

Apabial untuk penggunaan atas “barang/barang-barang jaminan” tersebut diperlukan kuasa khusus,
maka BANK dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk memakai dan
mempergunakan “barang/barang-barang jaminan” tersebut.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan untuk mepjual atau dengan cara lain memindah tangankan,
menjaminkan atau membebani “barang/barang-barang jaminan® tersebut kepada pihak lain, tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

Pasal 5

BANK atau wakiinya yang syah, setiap waktu berhak melakukan pemeriksaan terhadap masih adanya
serta keadaan *barang/barang-barang jaminan” tersebut yang ada pada PIHAK PERTAMA bila mana
perlu atas biaya PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK PERTAMA ternyata melalaikan kewajiban, —————

Pasal 6

. PIHAK PERTAMA berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan “barang/barang-

barang jaminan” tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui BANK, dengan
syarat-syarat “Banker's Clause” untuk kepentingan BANK serat syarat-syarat lain yang lazim beriaku
pada BANK, antara lain mengenai nilai pertanggungan dan jenis risiko yang ditutup.

Premi asuransi harus dltanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan asli polis asuransi
berikut bukti pembayaran preminya harus diserahkan kepada BANK untuk disimpan.

Dalam hal terjadi kerugian, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk pada kesempatan pertama
mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan, sekaligus melaporkannya kepada
BANK.

v ey ——.
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5.. Hasil pembayaran klaim asuransi harus dibayarka oleh perusahaan asuransi tersebut langsung kepada
BANK sesuai persyaratan “Banker'sw Clause” tersebut diatas.
BANK berhak untuk menentukan penggunaan hasil klaim tersebut terutama untuk mengamankan
kepentingannya, tanpa ada kewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun kepada
PIHAK PERTAMA.

5. ‘Apabial PIHAK PERTAMA lalai dan/atau tidak mengasuransikan “barang/barang-barang jaminan®
tersebut, maka BANK berhak dan dengan ini oleh PIHAK PERTAMA diberi kuasa untuk atas biaya
PIHAK PERTAMA mengasuransikan "barang/barang-barang jaminan” tersebut.
Walaupun demikian, adanya hak dan pemberian kuasa kepada BANK tersebut tidak dapat
membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap kewajiban penutupan asuransi tersebut ayat 1 di atas dan
karenanya apabila tefjadi kerugian yang tidak dapat diajukan klaimnya, akan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

—

Pasal 7

1. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menjalankan atau memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian Kredit beserta Addendum-addendumnya dan/atau dalam perjanjian ini,
terutama dalam hal PIHAK PERTAMA lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan,
tanpa untuk itu diperlukan surat teguran, maka sekarang ini untuk dikemudian hari PIHAK PERTAMA
memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan batal atau berakhir karena alasan-
alasan apapun, kepada BANK untuk menjual “barang/barang-barang jaminan" tersebut, baik dimuka
umum maupun dibawah tangan dengan harga dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang
dianggap baik oleh BANK, untuk itu membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani semua
surat atau akta yang bersangkutan, menerima uang hasil penjualan dan memberiakan tanda
penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, mem- perhitungkan
dan/atau mengkompensasi uang hasil penjualan tersebut dengan semua apa yang wajib dibayar oleh
PIHAK PERTAMA kepada BANK, akan tetapi dengan kewajiban bagi BANK untuk menyerahkan sisa
hasil uang penjualan tersebut jika masih ada kepada PIHAK PERTAMA tanpa ada kewajiban bagi
BANK untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun terhadap uang hasil penjualan
tersebut termasuk sisanya kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya untuk itu, tidak ada yang
dikecualikan, —

2. Apabila hasil penjualan “barang/barang-barang jaminan” tersebut tidak mencukupi untuk melunasi
semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada BANK, maka PIHAK PERTAMA terikat
sekarang untuk pada waktunya dikemudian har, membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh
PIHAK PERTAMA kepada BANK.
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Pasal 8

1. Dalam hal BANK mempergunakan hak-hak yang dibeﬁkanwkepadanya seperti diuraikan di atas, FIHAK
PERTAMA wajib dan dengan ini mengikat diri sekarang untuk dan pada waktunya dikemudian hari,
.menyerahkan kepada BANK semua “barang/barang-barang jaminan” tersebut atas teguran pertama
dan BANK. :

2. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dalam waktu
yang ditentukan dalam surat teguran tersebut, sedang PIHAK PERTAMA lalai semata-mata karena
lewatnya waktu yang ditentukan tersebut, tanpa untuk dipedukan lagi surat teguran kedua, maka
BANK berhak tanpa perantaraan hakim untuk mengambil atau suruh mengambil semua
‘barang/barang-barang jaminan" tersebut, baik dari tangan PIHAK PERTAMA maupun dari tangan
PIHAK KETIGA yang menguasainya, dan bila dianggap perlu dengan bantuan dari yang berwajib
(polisi) dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi ianggungan dan
harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Penyerahan hak milik secara kepercayaan tersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada BANK
dengan syarat yang memutuskan, bahwa apabila PIHAK PERTAMA telah membayar lunas semua
kewajiban yang harus dibayar kepada BANK yang timbul atau bersumber dari Perjanjian Kredit tersebut di
atas beserta Addendum-addendumnya, yang dibuktikan dengan adanya surat pemnyataan lunas dari
BANK kepada PIHAK PERTAMA, maka dengan sendirinya BANK dianggap telah menyerahkan kembali
hak milik atas *barang/barang-barang jaminan” tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan seperti

semula.

Pasal 10

Perjanjian ini dan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang
terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit tersebut di atas beserta Addendum-addendumnya,
dan dapat dialihkan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, dimana tanpa ada kuasa-kuasa
tersebut Perjanjian Kredit tersebut beserta Addendum-addendumya tidak akan diterima dan dilakukan
antara kedua belah pihak dan karenanya tidak akan batal atau berakhir karena sebab-sebab yang dapat
mengakhiri pemberian suatu kuasa yang tercantum dalam pasal 1813 dari Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.
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Pasal__11

1. Mengenai perjanjian ini dan semua akibat yang berakar kepadanya, kedua belah pihak memilih
kedudukan huikum (domicilie) yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri ...........c..covvveennnn.

2. ‘Tempat kedudukan hukum sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini, berlaku juga bagi mereka
yang meneruskan atau menerirna seqgala hak dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUVA, —4mM8M8Mm e

Demikianlah Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan ini
ditandatangani kedua belah pihak di .......coooviviiiiiiiie i
pada tanggal .......cc.eevvvereriiriierenii e di atas materai, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli,

masing-masing mentpunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak menyimpan 1 (satu)
asli serta berlaku sejak tanggal penanda tanganan tersebut. :

BANK ‘ PIHAK PERTAMA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta
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BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN : BIDANG PERKREDITAN | sa8 i
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PELAKSANAAN :
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SUB BAB : SURAT PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN NO :
KR.0306 ) ToL:

Nomor :

Lamp
Hal

: Pemasangan Hak Tanggungan

Kepada
Yth. Kantor Notaris/PPAT

...................................................

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara BANK PEMBANGUNAN DAERAH Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ..........ccoeoeeiivivnennnn. s NOmOr v,
tanggal ..o dengan ini kami harapkan Saudara untuk
melaksanakan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Debitor

.............................................................................
............................................................................

2. Perjanjian Kredit

= NOMOr e e e ree e e e nee

- TaNGAAl e e e e e e e e e

- Plafond e e e e e e e

3. PHT
Sertifikat Luas (M?) Beban Hak
Nomor Lokasi Atas Nama Tanggungan
Tanggal ~ (Rp)
i .
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4. Untuk keperluan PHT tersebut terlampir disampaikan :

5. Pelaksanaan PHT akan dilaksanakan bersama-sama dengan petugas. BPD DIY
Cabang ..o.covvviiiiiiiii '

Kami harapkan agar asli sertifkat tanah/tanah-tanah beserta hasil pelaksanaan PHT
tersebut dapat Saudara serahkan kembali langsung kepada kami selambat-lambatnya
tanggal ....coveereennennnennie e e

Demikianlah kiranya maklum dan atas perhatian akan hal tersebut serta kerja sama yang
baik, kami ucapkan terima kasih.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanda terima dan
persetujuan Notans/PPAT




. } Nama TSP
e ca sy FR oy ov TS e
i3 F B

BANK PEMBANGUNAN DAERAH Alamat

TANDA TERIMA UANG PINJAMAN

‘ POTONGAN JUMLAH
KETERANGAN } NO. REKENING

(Rp) (Rp)

Jumlah Finjaman
Provisi Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Administrast Th. ...
The ...
Th.
Th. ...
Th. ...
Materi Kredit

Jumlah Diterima

Terbilang

Pokok Pinjaman : Rp

Bunga DORp Setuju Dibayar Yang Menerima

Jumlah © Rp

ITERIMA KASTH ATAS ANGSURAN/ %4
SETORAN ANDA'SESUAI TGL PENCAIRAN.
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Dengan Judul :

“ Evaluasi Kebijakan terhadap Prosedur Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit
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